BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

No0.303, 2010 KOMISI  PEMILIHAN UMUM. Pencalonan.

Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG

PEDOMAN TEKNISTATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

. a bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan
wewenang Komis  Pemilihan  Umum  dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan
pedoman tata cara penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan
tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

. bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut,
menyatakan bahwa tata cara penelitian administrasi bakal
pasangan calon perseorangan diatur dengan Peraturan
Komis Pemilihan Umum;
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Mengingat

. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-

Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
merupakan tahapan pelaksanaan;

. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b,

dan huruf c, telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan

berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis dalam
proses tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, dipandang perlu mengganti Peraturan
Komis Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan
Komis Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provins Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008
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Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrass Kependudukan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4836);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4865);

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;

Putusan M ahkamah Konstitus Nomor : 17/PUU-V1/2008
tanggal 4 Agustus 2008;
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2. Putusan Mahkamah Konstitus Nomor : 4/PUU-V11/2009
tanggal 24 Maret 2009;

3. Putusan Mahkamah Konstitus Nomor : 22/PUU-
V11/2009 tanggal 17 November 2009;

4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal
20 Mei 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pemilihan Umum Kepaa Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya
disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota, selanjutnya disebut DPRD Proving,
DPRA, DPRD Kabupaten/K ota, dan DPRK.

Komis Pemilihan Umum, Komis Pemilihan Umum Provinsi, Komite
Independen Pemilihan Provins, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut
KPU, KPU Proving, KIP Provins, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP
Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
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Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.

5. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta
Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1
(satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para
Ketua dan Para Sekretaris gabungan partal politik sesuai tingkatannya atau
dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.

8. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sggumlah orang yang memenuhi
syarat sebagal pemilih berdasarkan Undang-Undang.

9. Tim Pelaksana kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal
pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik
yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang
susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Proving atau KIP Provins
dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/ Kota bersamaan
dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang
membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas
pel aksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

10. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon
menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan
pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

11. Verifikas adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan
dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan,
pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang
telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi
menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya
pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.

12. Hari adalah hari kalender.
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Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

a. mandiri;

b.

> @

Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah :

a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang
diusulkan oleh partal politik atau gabungan partai politik secara berpasangan

b.

-~ o o 0

jujur;

adil;

kepastian hukum;

tertib penyelenggara Pemilu;
kepentingan umum;
keterbukaan;
proporsionalitas,

. profesiondlitas;
. akuntahilitas;

efisens; dan

. efektivitas.

Pasal 3

sebagal satu kesatuan; dan/atau

Pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan
atau pasangan calon
perseorangan Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sgumlah
orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagal satu

calon perseorangan Bupati dan Wakil

kesatuan.
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BAB Il
PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon
Paragraf 1
Partai Politik atau Gabungan Partal Politik
Pasal 4

Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila
memenuhi persyaratan :

a. memperoleh kurs pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling
rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kurss DPRD yang
bersangkutan; atau

b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling
rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah
dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provins untuk Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Gabungan parta politik yang mengaukan  bakal pasangan calon
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan :

a. gabungan parta politik yang memiliki kurs di DPRD yang
bersangkutan; atau

b. gabungan parta politik yang memiliki kurs di DPRD yang
bersangkutan dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD
yang bersangkutan; atau

C. gabungan partai politik yang tidak memiliki kurs di DPRD yang
bersangkutan.

Dalam hal bakal pasangan calon digjukan oleh gabungan partai politik yang
memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara
menjumlahkan perolehan kurs gabungan parta politik tersebut dan
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(5)

(6)

(1)

(2)

menghitung/ menetapkan jumlah kursi paling rendah 15% (lima belas per
seratus) dikalikan dengan jumlah kurst DPRD.

Dalam hal bakal pasangan calon digjukan oleh gabungan partai politik yang
memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan
persyaratan pengajuan calon harus dilakukan dengan cara menjumlahkan
perolehan suara sah gabungan parta  politik  tersebut  dan
menghitung/menetapkan jumlah suara paling rendah 15% (lima belas per
seratus) dikalikan dengan akumulasi suara sah partai politik diseluruh
daerah pemilihan Anggota DPRD.

Dalam hal bakal pasangan calon digjukan oleh gabungan partai politik yang
tidak memiliki kurs di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
C, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan
suara sah gabungan parta politik tersebut dan menghitung/menetapkan
jumlah suara paling rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan
akumulasi suara sah parta politik diseluruh daerah pemilihan Anggota
DPRD.

Pasal 5

Perhitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD dengan
angka 15% (lima belas perseratus).

Dalam hal parta politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal
pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan paling rendah 15%
(lima belas perseratus) dari jumlah kurs DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), apabila hasil bagi jumlah kurs DPRD yang bersangkutan
menghasilkan angka pecahan, perolehan 15% (lima belas perseratus) dari
jumlah kurs dihitung dengan pembulatan ke atas.

Pasal 6

Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4, adalah :

a

data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi/K abupaten/K ota

yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/K ota yang tercantum dalam

dokumen Model Seri EA DPRD Provins dan Model Seri EB DPRD
Kabupaten/K ota dalam Pemilu Tahun 2009.
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data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi/K abupaten/
Kota yang ditetapkan oleh KPU Provins/Kabupaten/Kota yang tercantum
dalam dokumen Model Seri DC DPRD Provins dan Model Seri DB DPRD
Kabupaten/K ota dalam Pemilu Tahun 2009.

Pasal 7

Partai politik atau gabungan parta politik hanya dapat mengusulkan 1
(satu) bakal pasangan calon.

Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah
diusulkan oleh parta politik atau gabungan partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau
gabungan partal politik lainnya.

Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah menggukan bakal
pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengguan bakal
pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal
pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik
atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal
pasangan calon yang bersangkutan, parta politik atau gabungan partai
politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah
digukan.

Proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan
transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau
gabungan partal politik yang bersangkutan.

Dalam proses penetapan nama baka pasangan calon, partai politik atau
gabungan partai politik wagib memperhatikan pendapat dan tanggapan
masyarakat.

Paragraf 2
Perseorangan
Pasal 8

Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, dapat mendaftarkan diri sebagal bakal pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan, dengan
ketentuan :

a. provinsi dengan jumlah penduduk sampa dengan 2.000.000 (dua juta)
Jiwaharus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima per seratus);
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(5)

b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta)
sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling
rendah 5% (lima per seratus);

c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta)
sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling
rendah 4% (empat per seratus); dan

d. provinsi dengan jumlah penduduk Iebih dari 12.000.000 (dua belasjuta)
Jiwa harus didukung paling rendah 3% (tiga per seratus).

Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b dapat mendaftarkan diri sebaga bakal pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, apabila
memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua
ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam
koma lima per seratus);

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu) jiwa sampa dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa
harus didukung paling rendah 5% (lima per seratus);

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus
ribu) jiwa sampa dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung
paling rendah 4% (empat per seratus); dan

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk Iebih dari 1.000.000 (satu juta)
Jiwa harus didukung paling rendah 3% (tiga per seratus).

Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di
lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kabupaten/kota di provins
yang bersangkutan.

Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersebar di
lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kecamatan di
kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk keperluan penetapan syarat paling sedikit jumlah dukungan
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Provins dan/atau
KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah
dukungan dengan Keputusan KPU Provins atau Keputusan KPU
Kabupaten/Kota, untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang
bersangkutan sebelum pendaftaran pasangan calon.
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Untuk penyusunan Keputusan KPU Proving dan/atau  KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) KPU Proving
dan/atau KPU Kabupaten/Kota mendasarkan pada jumlah penduduk yang
disampaikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota
pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan tertulis KPU
Provins dan/atau KPU Kabupaten/K ota.

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam
bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen
kependudukan lainnya yang mash berlaku sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dokumen kependudukan sebagai mana dimaksud pada ayat (7), meliputi :
a. Kartu Keluarga ; atau
b. Pasport ; atau

c. Dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah
memenuhi syarat sebagal pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh
belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau
sudah/pernah kawin.
Bagian Kedua
Persyaratan Bakal Pasangan Calon
Pasal 9

Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga
Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

a. bertagwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, citacita Proklamas
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau
sedergjat;

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil
Gubernur dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi
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0.

calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pada saat
pendaftaran;

sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

. memiliki Nomor Pokok Wajib Pgak (NPWP) atau bagi yang belum

mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pgak;

.menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain

riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau
Istri;

. belum pernah menjabat sebaga Kepala Daerah atau Wakil Kepala

Daerah selama 2 (dua) kali masajabatan dalam jabatan yang sama; dan
tidak dalam status sebagai penjabat kepaa daerah.

Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud
padaayat (1) huruf c:

a. paing rendah SLTA atau sedergat, bakal pasangan calon wagib

melampirkan :
1) fotokopi ijazah yang dilegalisas oleh sekolah yang bersangkutan;
atau

2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belgar (STTB) yang dilegalisasi oleh
sekolah yang bersangkutan; atau

3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sedergat SLTA yang
dibuktikan dengan surat tanda tamat belgjar yang dilegalisasi oleh
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instans yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau
Kantor Departemen Agama di tingkat Provins/Kabupaten/Kota (di
wilayah lembaga pendidikan itu berada);

4) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sedergjat yang telah dilegalisas oleh
lembaga pendidikan yang berwenang.

. dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA
atau sedergjat, bakal calon wajib menyertakan:

1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisas oleh Dekan
Fakultas’ Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan
tinggi negeri bersangkutan; atau

2) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisas oleh
pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan.

3) legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau
swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat
calon berkuliah telah berganti nama.

4) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
(KOPERTIS)/Koordinator Perguruan  Tinggi Swasta Agama
(KOPERTIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila
perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

5) fotokopi ijazah SLTA, SLTP, dan SD atau sedergat yang telah
dilegalisas oleh lembaga pendidikan yang berwenang.

. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan
sekolah lain, fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisas oleh Dinas
Pendidikan Nasional atau Kantor  Departemen  Agama
Provinsi/K abupaten/K ota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat
ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan
pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisas oleh Dinas
Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen  Agama
Provinsi/K abupaten/K ota tempat sekolah itu berdiri.

. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat
ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak
beroperas lagi, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti
Ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasiona atau Kantor
Departemen Agama Provinsi/K abupaten/K ota tempat sekolah itu berdiri.
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f.

apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah
bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan
penetapan pasangan calon olen KPU Proving dan/atau KPU
Kabupaten/Kota, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada
pengawas Pemilu dan kepolisian, sampa dengan terbitnya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon
sebagai mana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat
pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan caon yang
bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

Pasal 10

(1) Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagal mana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan bukti :

a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri,

sebagal bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf n, dan huruf o;

. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan

jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU
Proving atau KPU Kabupaten/Kota, sebaga bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf €

. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dan fotokopi KTP;

. Surat tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari

instanss yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan
penyelenggara negara untuk keperluan pencalonan dalam Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagal bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i;

. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara

perseorangan dan/atau  secara badan hukum yang menjadi
tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan
negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai
bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf j;
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. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pallit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon sebagal bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k;

. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g;

. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pgjak (NPWP) atas nama calon,
tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pgak
Penghasilan Wajib Pgjak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5
(lima) tahun terakhir atau sgak calon menjadi wajib pgak, dan tanda
bukti tidak mempunyal tunggakan pgak dari Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagal bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf |

I. daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan

diketahui olen pimpinan parta politik atau gabungan partai politik,
sebagal bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf m;

|. daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh

calon yang bersangkutan;

. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak
pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b;

. fotokopi KTP;
fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belgar (STTB), yang telah

dilegalisas oleh instans yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c;
. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
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(2)

3)

tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon sebagamana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf f; dan

0. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih
masing-masing 4 (empat) lembar, sesua dengan ciri khas yang
bersangkutan.

Ketentuan sebaga mana dimaksud pada ayat (1) huruf n tidak berlaku bagi
bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil
Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota, dengan ketentuan wajib
memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu :

a. bakal calon yang bersangkutan telah selesa menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal
caon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampa
dengan dimulanya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang paling
singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;

b. bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang
dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat
pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar
yang bersangkutan; dan

c. bakal calon yang bersangkutan bukan sebaga pelaku kejahatan yang
berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan
kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.

Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagal Kepala
Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan
Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon
yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak
berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan :

a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah
pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama
5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 %2
(dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
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b. dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah
jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil
gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan
wakil bupati/wakil walikota dengan wakil bupati/wakil walikota;

c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berlaku
untuk :

1) Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau
Walikotal Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui
pemilihan umum, dan yang diangkat olen DPRD Provinsi atau
DPRD Kabupaten/K ota;

2) Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau
Walikotal Wakil Walikota karena perubahan nama provins atau
kabupaten/kota.

Pasal 11

Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota yang
mash  menjabat  sebaga Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil
Bupati/WalikotalWakil Walikota dan dicalonkan oleh parta politik atau
gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi
calon Gubernur/Wakil  Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil
Walikota berlaku ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf h dan huruf i Undang-
Undang, wajib menyampaikan surat pemberitahuan :

a. kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil
Gubernur;

b. kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil
Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 12

(1) Laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah,
dapat disampikan langsung oleh bakal calon yang bersangkutan atau
melalui pos kepada Komis Pemberantasan Korups atau disampaikan
kepada KPU Provins dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan selanjutnya
diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korups.

(2) Tanda bukti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara
yang disampaikan langsung oleh bakal calon yang bersangkutan atau
melalui pos kepada Komis Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diserahkan kepada KPU Privniss dan/atau KPU
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3)

(1)
(2)

3)

(1)

Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran pasangan calon dan/atau masa
perbaikan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3),
ayat (3a), dan ayat (3b) Undang-Undang.

Tanda bukti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara
beserta bukti-bukti yang sah dari Komisi Pemberantasan Korups atau
penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara beserta bukti-
bukti yang sah kepada KPU Provins dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh bakal calon pada
masa pendaftaran pasangan calon dan/atau masa perbaikan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b)
Undang-Undang.

Pasal 13

Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Gubernur/Wakil
Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

Anggota KPU, Anggota KPU Provins atau Anggota KPU Kabupaten/K ota
dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Proving,
atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh
partal politik atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah
atau Wakil Kepala Daerah, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provins atau
Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu,
Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten/ K ota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i atau Pasal
86 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dengan menyampaikan
keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk calon
perseorangan.

BAB Il
TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

Bagian Kesatu
Penggjuan Bakal Pasangan Calon Partai Politik
dan/atau Gabungan Partai Politik
Pasal 14

KPU Provinsg aau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan
Keputusan KPU Provinsg atau KPU Kabupaten/Kota berkenaan dengan
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persyaratan jumlah kurs atau suara sah paling sedikit untuk dapat
menggukan bakal pasangan calon kepada Pimpinan DPRD yang
bersangkutan.

KPU Proving atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran
bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik
melalui media cetak dan media eletronik setempat selama 2 (dua) hari.

Dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik
atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu
dicantumkan Keputusan KPU Proving atau KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan baka pasangan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU
Provins atau KPU Kabupaten/K ota selama masa pendaftaran.

Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sgak pengumuman pendaftaran
bakal pasangan calon.
KPU Proving atau KPU Kabupaten/Kota dalam pendaftaran bakal
pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :
a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai
politik atau gabungan parta politik yang bersangkutan.
b. mencatat dalam buku registras :
1) namabakal pasangan calon;
2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
3) aamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;

c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10.

d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebaga bakal
pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;

KPU Provins atau KPU Kabupaten/K ota dapat menolak pendaftaran bakal
pasangan calon, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan jumlah kurs
paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, dengan mengembalikan berkas pendaftaran bakal pasangan
calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki
dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran sebagai mana dimaksud pada
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(1)

(2)

ayat (5) atau dalam jangka waktu perbaikan persyaratan bakal calon
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang.

Pasal 15

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal
pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wagib
menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai
politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan
Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik
atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model
B — KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal
pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon
sebagal mana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Surat pencalonan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri :

a. surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk
mencalonkan bakal pasangan calon;

b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan
calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik
atau para pimpinan partal politik yang bergabung;

C. surat pernyataan kesediaan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur
atau calon Bupati/Wakil Bupati atau calon Walikota/Wakil Walikota
secara berpasangan dalam satu kesatuan;

d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan
calon;

e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan
pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta,
perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum
atau profes bidang lain, apabila terpilih menjadi Gubernu/Wakil
Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikotal Wakil Walikota
sesual dengan peraturan perundang-undangan;

f. surat pernyataan pengunduran diri sgak pendaftaran dari jabatan negeri

bagi calon yang berasal dari Pegawa Negeri Sipil, Anggota Tentara
Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan
struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan
langsungnya untuk diketahui;
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g. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Proving,
atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu,
Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten/Kota atau copy kartu tanda anggota partai politik yang
dilegalisr oleh pimpinan partai politik bagi Anggota KPU, KPU
Proving, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas
Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten/K ota;

h. surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran
bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebaga Gubernur/Wakil
Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di
wilayah kerjanya;

I. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan

DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur
atau Bupati/Wakil Bupati atau WalikotalWakil Walikota;

J. Surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melaui

Menteri Dalam Negei/Gubernur bagi  Gubernur dan  Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang
mencalonkan diri sebaga calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/
Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota;

k. kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebaga mana dimaksud dalam Pasal 10; dan

|. naskah vis, misi dan program dari bakal pasangan calon secaratertulis.
Pasal 16

Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasl
pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1)
huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan
dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendas
pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh
KPU Provins atau KPU Kabupaten/K ota dengan Keputusan KPU Proving
atau KPU Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian
kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota
kesepahaman antara KPU Provins atau KPU Kabupaten/Kota dengan
pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat.


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.303 22

(2)

3)

(4)

(5)

(1)

(2)

3)

(4)

Apabila rumah sakit umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan penelitian pengurus lkatan Dokter Indonesia setempat
ternyata kelengkapan instalas untuk keperluan pemeriksaan kemampuan
sehat jasmani dan rohani belum lengkap atau tidak lengkap, pengurus
Ikatan Dokter Indonesia setempat dapat merekomendasikan selain rumah
sakit umum pemerintah, sepanjang rumah sakit yang direkomendas
tersebut dibiayai oleh negara.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Proving atau KPU
Kabupaten/Kota sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan
calon.

Hasil pemeriksaan sebaga mana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu
tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang samadi rumah
sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagal pembanding.

Apabila pada kabupaten/kota belum terbentuk pengurus lkatan Dokter
Indonesia, KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan pengurus |katan
Dokter Indonesia pada kabupaten/kota terdekat atau pada provins yang
wilayah kerjanya meliputi kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Pasal 17

Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon sebagamana dimaksud dalam
Pasal 15, partai politik atau gabungan parta politik mendaftarkan daftar
nama tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye
yang dibuat pada 1 (satu) bank.

Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir
pada saat pendaftaran.

Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir,
pendaftaran yang disampaikan oleh parta politik atau gabungan partai
politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan
yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan
dari yang berwenang.

KPU Provins atau KPU Kabupaten/K ota memberikan tanda terima kepada
parta politik atau gabungan parta politik yang mendaftarkan bakal
pasangan calon dan tim kampanye.
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Pasal 18

Tim Kampanye sebaga mana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dibentuk
secara berjenjang, di tingkat Provinsi, Kabupaten/K ota, dan Kecamatan, dengan
ketentuan :

a. tingkat Provinsi, didaftarkan kepada KPU Provingi;
b. tingkat Kabupaten/Kota, didaftarkan kepada KPU Kabupaten/K ota; dan
c. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.

Pasal 19

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dimasukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal
pasangan calon serta partal politik atau gabungan partai politik yang
mencal onkan.

Bagian Kedua
Penggjuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 20

(1) KPU Proving atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran
dan/atau penyerahan dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk
medialainnya, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.

(2) Dalam pengumuman pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan bakal
pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
dicantumkan :

a. Keputusan KPU Provins atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tentang jumlah dukungan paling sedikit
dan tersebar di setengah atau lebih jumlah kabupaten/kota pada provins
yang bersangkutan untuk pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau
tersebar di setengah atau lebih jumlah kecamatan pada kabupaten/kota
yang bersangkutan untuk pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota;
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3)

(4)

(5)

b. kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki jumlah dukungan
paling sedikit dan jumlah paling sedikit sebaran dukungan dalam masa
pendaftaran dan/ atau penyerahan dukungan;

c. tempat pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, persyaratan
administrasi, dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan
oleh bakal pasangan caon kepada KPU Proving atau KPU
Kabupaten/K ota dan PPS;

d. contoh formulir dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud
dalam Formulir Model B1 — KWK.KPU PERSEORANGAN.

KPU Provins atau KPU Kabupaten/K ota dalam pelaksanaan pengumuman
pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan bakal pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan
sebagai mana dimaksud pada ayat (1), melakukan kegiatan :

a. bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS di
wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikas dokumen persyaratan
calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59a ayat (4) Undang-Undang untuk
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau
Walikota dan Wakil Walikota;

b. memberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS di
wilayah kerjanya mengena pelaksanaan verifikas dokumen persyaratan
calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59a ayat (3) Undang-Undang.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum waktu paling lama
penyerahan daftar dukungan kepada PPS yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang.

Dalam pelaksanaan pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ditentukan :

a. bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur dari perseorangan
menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS
paling lama 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum pendaftaran bakal
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pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan
kepada KPU Provinsi, dengan ketentuan :

1) surat pernyataan memberikan dukungan kepada baka pasangan caon
yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau
Individu terhadap baka pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui
oleh bakal pasangan calon di aas kertas bermatera cukup, dengan
menggunakan formulir Modd B 1 - KWK.KPU PERSEORANGAN,;

2) fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan
oleh instans yang berwenang dari masing-masing pendukung;

3) dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka
2) tidak dibenarkan dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen
surat keterangan kependudukan untuk sgjumlah pendukung; dan

4) pengisian identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1),
terdiri dari nama, nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat
tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan.

. bakal pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari
perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan
kepada PPS paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran
bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil
Walikota dari perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota, dengan
ketentuan :

1) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon
yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif
atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan
atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai
cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B 1 —
KWK.KPU PERSEORANGAN.

2) fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya
yang sah dikeluarkan oleh paling rendah lurahv/kepala desa atau
sebutan lainnya dari masing-masing pendukung.

3) surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pgabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) bagi masing-
masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan
secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan
untuk sgjumlah pendukung.
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3)
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Pasal 21

KPU Provins memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengena
nama-nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan,
paling lama 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum pendaftaran bakal
pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur.

KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya
mengenal nama-nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen
dukungan, paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran bakal
pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 22

Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, menyerahkan
dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dalam
rangkap 3 (tiga) dan softcopy kepada KPU Provins dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk
penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota dari perseorangan sebaga mana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5)
huruf b, menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam
bentuk hardcopy dalam rangkap 3 (tiga) dan softcopy kepada KPU
Kabupaten/K ota dalam waktu paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum
pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :

a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KPU
Provingi;

b. 1 (satu) rangkap dan fotocopy KTP pendukung disampaikan kepada
PPS oleh bakal pasangan calon; dan

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan,

Masing-masing rangkap huruf a dan huruf b dibuat asli.

Dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
beris :
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a. nama lengkap bakal pasangan calon;

b. rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kabupaten/kota atau
kecamatan; dan

c. nama kabupaten/kota atau kecamatan yang merupakan wilayah tempat
tinggal pendukung.

KPU Provins dan/atau KPU Kabupaten/K ota setelah menerima dokumen
dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberi tanda bukti
penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
dari perseorangan dengan membubuhkan cap pada masing-masing rangkap,
dengan ketentuan :

a. pemenuhan syarat dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan
memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2a) atau ayat (2b) Undang-Undang
atau lebih ;

b. pemenuhan syarat jumlah dukungan dalam rekapitulasi jumlah
dukungan memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2c) dan ayat (2d)
Undang-Undang atau |ebih.

Pasal 23

Pelaksanaan verifikasi administras dan verifikas faktual terhadap dokumen
dukungan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditentukan :

a

b.

paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan
calon untuk pemilu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota;

paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sebelum tanggal pendaftaran
pasangan calon untuk pemilu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 24

(1) Penyampaian syarat dukungan yang dilakukan pada batas akhir jadwal

waktu penyampaian syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1) dan ayat (2), dan ternyata jumlah dukungan kurang dari jumlah
dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran
dukungan, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi
syarat dukungan sertatidak dapat mendaftar sebagai pasangan calon.
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Keputusan penolakan syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah
dukungan yang digukan dan jumlah kekurangan dukungan yang harus
dipenuhi untuk mencapa batas paling sedikit jumlah dukungan yang
ditetapkan dan/tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan.

Pasal 25

Apabila salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan
diri pada masa verifikasi dukungan dan diganti dengan nama calon baru,
dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :

a. Pendukung yang semula mendukung pasangan calon yang lama,
menyatakan tidak mendukung lagi pasangan calon yang baru;

b. jumlah pendukung yang menyatakan masih tetap mendukung pasangan
calon sebelumnya, tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan yang
ditetapkan.

Apabila jumlah pendukung yang masih memberikan dukungan kepada
pasangan calon sebelumnya, masih memenuhi ketentuan paling sedikit
jumlah dukungan atau lebih, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
yang sedang berjalan tetap dilanjutkan olen PPS atau PPK atau KPU
Kabupaten/K ota atau KPU Provinsi, dan sebaliknya.

Namanama pendukung yang sudah tidak bersedia lagi memberikan
dukungan kepada pasangan calon yang baru sebagamana dimaksud pada
ayat (2), oleh KPU Proving atau KPU Kabupaten/Kota disampaikan
kepada PPS agar nama-nama pendukung tersebut dicoret dari daftar
dukungan apabila PPS telah melakukan verifikasi administrass dan
verifikas faktual serta nama-nama pendukung tersebut dinyatakan
memenuhi syarat.

Apabila PPS belum atau sedang melakukan verifikasi administrasi dan/atau
verifikas faktual, nama-nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dicoret dari daftar dukungan dan tidak perlu dilakukan verifikasi.

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berlaku secara mutatis
mutandis apabila :
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salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri setelah
berakhirnya masa verifikas dukungan dan telah dinyatakan memenuhi
syarat dukungan sampal dengan sebelum pendaftaran pasangan calon;

salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dan
mengubah posisi pencalonannya dari semula sebagai calon Gubernur/
Bupati/Walikota menjadi calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil
Walikota atau sebaliknya, yang dilakukan pada masa verifikas dukungan;

salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri setelah
berakhirnya masa verifikas dukungan dan telah dinyatakan memenuhi
syarat dukungan sampa dengan sebelum pendaftaran pasangan calon dan
dilakukan perubahan posis pencalonan dari yang semula sebagai calon
Gubernur/Bupati/Walikota menjadi calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/
Wakil Walikota atau sebaliknya.

Paragraf 2
Tata Cara Verifikas Dukungan
Pasal 27

PPS setelah menerima pemberitahuan dari KPU Provins atau KPU
Kabupaten/Kota dan persyaratan rekapitulasi dukungan beserta
lampirannya dari bakal pasangan calon sebaga mana dimaksud dalam Pasal
20 dan Pasal 21, segera melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal
pasangan calon perseorangan dan penyusunan berita acara verifikas paling
lama 14 (empat belas) hari sgak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan
diserahkan oleh bakal pasangan calon.

Sgjak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya
terhadap bakal pasangan calon perseorangan.

Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan segjak penyerahan
dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penarikan
dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.

Pasal 28

Verifikas dokumen dukungan baka pasangan calon perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui verifikas
administrasi dan faktual

Verifikas administras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan
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daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas
kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pegabat yang berwenang
paling rendah lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan
atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data
yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya
yang dikeluarkan oleh pegjabat yang berwenang.

Dalam pelaksanaan verifikas administras sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), apabila:

a. ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dikeluarkan dari

b.

daftar dukungan;

pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada
pasangan caon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan
dikeluarkan dari daftar dukungan;

ditemukan berupa dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut
dihapus;

. dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung,

dan beris lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah
berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama
pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;

dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol
pendukung, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;

ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi
menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen
kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari
daftar dukungan;

ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, selurunh dukungan
dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;

. ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak beris tanda tangan adli

pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan
tidak berlaku;

. ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan,

nama pendukung tersebut dicoret;

. ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan

nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama
pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
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k. ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di
desa’kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan,
nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;

|. ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap sebagaimana
dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 4), nama
pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan.

Pasal 29

Verifikas faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dilakukan setelah verifikasi administras selesal, yaitu melaksanakan
kegiatan pencocokan dan pendlitian mengenai kebenaran dukungan
terhadap bakal pasangan calon perseorangan.

Verifikas faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
selama 9 (sembilan) hari, dengan mencocokan dan meneliti secara
langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan
calon atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu
yang sama atau mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan
kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.

Dalam verifikasi faktual sebagamana dimaksud pada ayat (2),
apabiladalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan
tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung
yang bersangkutan mengis formulir Mode B 8-KWK-KPU
PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan serta tidak
dapat diganti.

PPS dalam melakukan verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mengundang seluruh pendukung di
desa’kelurahan, pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, untuk
mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan tersebut, berkoordinas
dengan tim kampanye pasangan calon.

Apabila tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh
pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang diverifikas faktual
adalah pendukung yang hadir, dan pendukung yang tidak hadir, diberi
kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan
dukungannya paling lama 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikas
faktual, serta apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tidak
hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
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(6)

(7)

(8)
(9)

(1)

(2)

(1)

(2)

Apabila pendukung tidak memberikan dukungan terhadap pasangan calon
tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir Model
B 8-KWK-KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan
memenuhi syarat.

PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas
kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang
disertakan meragukan.

Apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal
pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam pelaksanaan verifikas faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga
(RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesual kebutuhan.

Pasal 30

Apabila ditemukan lebih dari satu nomor KTP atau dokumen
kependudukan yang sama atas nama pendukung yang sama atau tidak sama
dalam satu kelurahan/desa atau sebutan lain, dan memberikan dukungan
kepada satu pasangan calon atau pasangan calon lain, maka kedua
dukungan tersebut dinyatakan batal.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk tingkat
antar desa’kelurahan yang dilaksanakan PPK, tingkat antar kecamatan yang
dilaksanakan KPU Kabupaten/K ota dan tingkat antar Kabupaten/K ota yang
dilaksanakan KPU Provinsi.

Pasal 31

Hasil verifikas oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal
29 dibuat berita acara yang ditandatangani olen Ketua dan Anggota PPS
paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikas.

Berita Acarahasi| verifikas oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

a 1 (satu) rangkap untuk disampakan kepada masing-masing bakal
pasangan calon;

b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan

caon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta
lampirannya;

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
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Pasal 32

PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasa 31 ayat (2) huruf b, segera melakukan verifikas
dan rekapitulas.

Verifikas oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikas
jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya
seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan
calon dan adanyainformasi manipulasi dukungan.

Verifikas olen PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima
dari PPS.

Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada
lebih dari 1 (satu) baka pasangan calon dan/atau adanyainformas manipulas
dukungan yang diserta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK
membatal kan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.

PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administras
dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi olen PPS,
dan apabila ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan
dimaksud.

Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP
atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut
dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan
pembuktian dengan bantuan PPS.

Setelah melaksanakan verifikas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4), PPK segera melakukan rekapitulas jumlah dukungan
bakal pasangan calon.

Hasil verifikas dan rekapitulas dukungan bakal pasangan calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling
sedikit 2 (dua) orang anggota PPK.

Berita Acara hasil verifikas dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh
bakal pasangan calon sebaga bukti pemenuhan persyaratan dukungan
pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota;
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(1)

(2)

3)

(4)

b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/K ota untuk setiap
bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar
dukungan beserta lampirannya;

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
Pasal 33

Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota
setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (9) huruf b, segera melakukan verifikasi dan
rekapitulasi.

Verifikas olen KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah verifikas jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk
menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1
(satu) bakal pasangan calon dan adanyainformas manipulasi dukungan.

KPU Kabupaten/Kota dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat
administras dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikas
oleh PPS, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak
memenuhi syarat tersebut.

Verifikas dan rekapitulass olen KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
Berita Acaradan lampirannya diterima dari PPK.

(5) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada

(6)
(7)

(8)

lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi
manipulas dukungan yang  diserta bukti yang  dapat
dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten/Kota membatalkan dukungan
dengan cara mencoret nama pendukung.

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulas jumlah dukungan bakal
pasangan calon.

Hasil verifikass dan rekapitulass dukungan baka pasangan caon
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan
anggota KPU Kabupaten/K ota.

Berita Acara hasil verifikasi olen KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon ;
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b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provins untuk setiap bakal
pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan
beserta lampirannya;

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/K ota.

Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
berita acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :

a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh
bakal pasangan calon sebaga bukti pemenuhan persyaratan dukungan
pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota;

b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/K ota.
Pasal 34

KPU Provins setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagamana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (8) huruf b, segera melakukan verifikas dan
rekapitulasi.

Verifikas oleh KPU Proving sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
verifikas jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari
adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu)
bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.

Verifikas dan rekapitulasi oleh KPU Provins sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan
lampirannya diterimadari KPU Kabupaten/K ota.

Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada
lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informas
manipulas dukungan yang  diserta bukti yang  dapat
dipertanggungjawabkan, KPU Provinsg membatalkan dukungan dengan
cara mencoret nama dukungan.

KPU Provinsg melakukan rekapitulas jumlah dukungan bakal pasangan
calon.

Hasil verifikass dan rekapitulass dukungan baka pasangan caon
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani olen Ketua dan
anggota KPU Provins.
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(7) Berita Acara hasil verifikas oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :

a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh
bakal pasangan calon sebaga bukti pemenuhan persyaratan dukungan
pencalonan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provins.
Pasal 35

Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon
perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka waktu
proses verifikas, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi
syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain sertatidak dapat digukan sebagai
bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Paragraf 3
Tata Cara Penggjuan Bakal Pasangan Caon
Pasal 36

(1) Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang memenuhi syarat dukungan paling sedikit atau lebih
dan yang belum memenuhi ketentuan dukungan paling sedikit syarat
dukungan akibat hasi| verifikasi PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/K ota yang
dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan Berita
Acara hasi| Verifikas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), dan
Pasal 34 ayat (6), dapat mendaftarkan sebaga pasangan calon dengan
menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan
calon perseorangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/K ota.

(2) Surat pencalonan sebagamana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :

a. berita acara hasil verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (9) untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasal
33 ayat (9) untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota;

b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang telah
dibubuhi cap KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dilampiri
dengan;

c. ketentuan sebaga mana dimaksud dalam Pasal 15 huruf ¢, huruf d, huruf
e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf | serta ketentuan
Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.


http://www.djpp.depkumham.go.id

37 2010, No.303

(3) Bakal pasangan calon perseorangan yang telah diverifikas jumlah
dukungannya oleh PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat
mendaftarkan diri sebaga caon Gubernur/Wakil Gubernur atau
Bupati/Wakil Bupati atau WalikotalWakil Walikota atau pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikotamelaui partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 37

KPU Provins atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada
calon perseorangan.

Pasal 38

Surat pencalonan perseorangan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 dimasukkan ke dalam map, dan ditulis nama bakal pasangan
calon perseorangan dengan huruf kapital.

BAB IV
TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON
Pasal 39

KPU Provins atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan
beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38,
segera melakukan penelitian persyaratan administrass dengan melakukan
klarifikas kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan
dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :

a. verifikas dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas
administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh)
hari;

b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang
digukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran
dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertal berita acara
hasil klarifikas yang diketahui oleh instansi yang berwenang;

c. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada
pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak
memenuhi syarat dan alasannya;

d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas

hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi
syarat;
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e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali
dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan
memenuhi syarat;

f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi
dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan
parta politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan
dukungan, serta dilarang mengubah komposiss kepengurusan partai
politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administras;

g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan
pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi
syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan
pencalonan.

Pasal 40

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan
secaratertulis kepada calon partal politik dengan tembusan pimpinan parta
politik, gabungan parta politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sgjak tanggal penutupan pendaftaran
pasangan calon, dengan ketentuan :

a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi,
status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah
lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpemenuhan syarat berkas tersebut
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. apabila pasangan calon partal politik atau gabungan partai politik belum
memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, parta politik atau gabungan
parta politik yang menggukan calon diberi kesempatan untuk
melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan
pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7
(tuuh) hari sgak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian
persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/K ota;

c. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi
dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan
caon paling lama 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian
persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/K ota;
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d. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi
dan/atau memperbaiki surat pencalonan berserta persyaratan pasangan
calon paling lama 14 (empat belas) hari sgak saat pemberitahuan hasil
penelitian persyaratan olen KPU Provins atau KPU Kabupaten/Kota;

e. apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Provins atau KPU
Kabupaten/Kota karena tidak memenuhi persyaratan sebagamana
dimaksud dalam Pasal 36, pasangan calon tidak dapat mencalonkan
kembali.

(2) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

kecuali Pasal 36 ayat (2) huruf b calon perseorangan diberi kesempatan
untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta
persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sgak saat
pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provins atau KPU
Kabupaten/K ota.

(3) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

(1)

ayat (2) huruf b, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi
dan/atau memperbaiki surat pencal onan beserta persyaratan pasangan calon
paling lama 14 (empat belas) hari sgjak saat pemberitahuan hasil penelitian
persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/K ota.

Pasal 41

Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenunhi
ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, diberikan kesempatan untuk
memperbaki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan :

a. dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal
dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas
minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

b. surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh
pasangan calon kepada KPU provins untuk Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur dan kepada KPU kabupaten/kota untuk Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, paling
lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas
diterima;

c. dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan
sebelumnya kepada pasangan calon manapun;
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d. pasangan calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain
dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan
sebagai mana dimaksud pada huruf &;

e. KPU Provins atau KPU Kabupaten/Kota dibantu dengan PPK dan
PPS melakukan verifikas terhadap tambahan dukungan dengan
metode kolektif berkoordinas dengan pasangan calon, paling lama 14
(empat belas) hari sgak diterimanya tambahan dukungan dimaksud,;

f. KPU Proving aau KPU Kabupaten/Kota merekapitulasi jumlah
dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan
dituangkan dalam berita acara verifikasi;

g. hasil rekapitulas dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e,
ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat
pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan
pemenuhan syarat dukungan pasangan calon.

(2) Apabila calon perseorangan dalam melengkapi jumlah dukungan paling
sedikit dan setelah diverifikasi ternyata tidak dapat memenuhi jumlah
paling sedikit dukungan atau lebih, pasangan calon perseorangan tersebut
dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 42

Pasangan calon yang digukan oleh parta politik atau gabungan partai politik
dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon,
dan/atau menggukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan
pemberitahuan KPU Proving atau KPU Kabupaten/K ota, dengan ketentuan :

a. dalam berkas surat pencalonan yang digukan oleh parta politik atau
gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wagjib dilakukan
terhadap dokumen status pimpinan parta politik yang tidak memenuhi
syarat;

b. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap
dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon
yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;

c. dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon,
dan/atau mengajukan calon baru, baka pasangan calon tidak dibenarkan
menambah dukungan partai politik, gpabila ternyata partai politik tersebut
tidak menggunakan haknya untuk menggukan dan/atau mendukung
pasangan calon pada masa pendaftaran;

d. penambahan dukungan parta politik atau gabungan partai politik hanya
dapat dilakukan terhadap parta politik atau gabungan partai politik yang
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pada masa penelitian berkas pengguan pasangan calon dinyatakan tidak
memenuhi syarat;

e. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan
sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15%
(lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kurs
DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

f. apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan
parta politik yang menggukan pasangan calon, sedangkan pada saat
verifikas status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat,
usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi
pemenuhan syarat administrasi.

Pasal 43

(1) KPU Provins dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang
tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 39, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut
paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau
gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan,
dengan ketentuan :

a KPU Provins aau KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajiban
melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum
lengkap/tidak memenuhi syarat;

b. KPU Provins atau KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan penelitian
kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah
dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh
rekomendass dari Panwas aau mendapat laporan tertulis dari
masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta
pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam
laporannya.

(2) Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provins dan/atau
KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon
perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

Pasal 44

(1) Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampa
dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, parta politik atau
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(2)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

3)

(4)

gabungan parta politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
mengusulkan pasangan calon pengganti.

Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyampaikan kepada KPU Proving dan/atau KPU Kabupaten/Kota
surat pencalonan beserta lampirannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung
sg ak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.

Pasal 45

KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang
terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43.

Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pasangan calon pengganti dinila tidak memenuhi syarat dan
ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota, parta politik
atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon
pengganti.
KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota memberitahukan secara
tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) kepada partal politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan
BAB V
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON
Pasal 46

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provins atau KPU Kabupaten/Kota
menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi Syarat sebagal
peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2
(dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan
pasangan calon.

Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai mana dimaksud pada ayat (1),
diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sgak penetapan nama-
nama pasangan calon yang memenuhi syarat.

Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan,
selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut
pasangan calon.

Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsg atau KPU
Kabupaten/Kota, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai
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politik atau gabungan parta politik yang mengusulkan pasangan calon,
panitia pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat.

Dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), apabila terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir,
undian nomor urut pasangan calon yang bersangkutan dapat dilakukan oleh
ketua dan/atau salah satu anggota KPU Provinsg dan/atau KPU
Kabupaten/K ota.

Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Provins atau KPU
Kabupaten/K ota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membubuhkan tanda
tangan pada rancangan daftar calon sebaga bukti bahwa pasangan calon
telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.

Nama pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, adalah nama
pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)
sebaga mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ dan huruf |.

Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam
rapat pleno KPU Proving atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), disusun dalam daftar pasangan calon Kepaa
Daerah dan Wakil Kepala Daerg yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara penetgpan
pasangan calon.

Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provins
atau KPU Kabupaten/K ota tentang penetapan nomor urut pasangan calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 47

KPU Proving atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas
nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) sebagal peserta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah
berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.

Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagamana dimaksud pada
ayat (1) bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (4) Undang-Undang.

Pasal 48

Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagamana
dimaksud dalam Pasal 47, parta politik atau gabungan partai politik
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(2)

3)

(4)

(1)

(2)

3)

(4)

dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang
dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.

Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau
pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan caonnya
mengundurkan diri, parta politik atau gabungan partai politik yang
mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang
menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari
pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan
partai politik, serta diumumkan kepada masyarakat.
Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

Pasal 49
Partai politik atau gabungan parta politik dilarang menarik calonnya
dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari

pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sgak ditetapkan
sebagal pasangan calon oleh KPU Provins dan/atau KPU Kabupaten/K ota.

Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang
mengundurkan diri terhitung sgak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh
KPU Proving dan/atau KPU Kabupaten/K ota.

Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanks
tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan
parta politik sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur atau calon
Bupati/Wakil Bupati atau calon Walikota/Wakil Walikota atau pasangan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk selamanya
di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan
oleh KPU Provins dan/atau KPU Kabupaten/K ota sebagai pasangan calon,
sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenal
sanks sebagamana diatur pada ayat (3) dan denda sebesar Rp.
20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang.
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Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), parta politik atau gabungan parta
politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasangan calon
perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon
perseorangan lain.
Pasal 50

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sgak
penetapan calon sampal pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik
atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia
dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari
sg ak pasangan calon meninggal dunia.

KPU Provins dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian
persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagamana dimaksud
pada ayat (1) dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sgak
tanggal pendaftaran.

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sgak
penetapan calon sampa pada saat dimulainya hari kampanye sehingga
jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provins
dan/atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan
pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat
dimulainya kampanye sampal hari pemungutan suara dan masih terdapat 2
(dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang
meninggal duniatidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan
partal politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari
pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon,
tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

Partai politik atau gabungan parta politik yang pasangan caonnya
meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan
pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon
meninggal dunia.
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(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

3)

(1)

KPU Provins dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian
persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu)
hari terhitung sgak pendaftaran pasangan calon pengganti.

Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan
tetap pada saat dimulainya kampanye sampa dengan hari pemungutan
suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan,
tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

KPU Provins dan/atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali
pandaftaran pengguan pasangan calon perseorangan sebagamana
dimaksud pada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 51

Dalam hal sadah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah
pemungutan suara putaran pertama sampa dimulainya hari pemungutan
suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya
berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3
(tiga) hari sgak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan KPU Provins dan/atau KPU Kabupaten/K ota melakukan
penelitian persyaratan administrass dan menetgpkan  pasangan calon
pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sgjak pendaftaran pasangan
calon pengganti.

Dalam hal salah seorang atau pasangan calon peseorangan berhalangan
tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga
jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provins
dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan yang memperoleh
suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagal pasangan calon untuk
putaran kedua.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 52

Apabila sampa dengan batas akhir pendaftaran pasangan calon, ternyata
hanya ada satu pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon
yang mendaftarkan, KPU Provins atau KPU Kabupaten/Kota membuka
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kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Peraturan ini.

(2) Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengguan calon dan
syarat calon, ternyata tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau
hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota berdasarkan Peraturan ini, kecuali terhadap pasangan calon yang
dinyatakan ditolak.

(3) KPU Provinsg atau KPU Kabupaten/Kota dalam membuka kembali
pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), terlebin dahulu menyampakan penundaan tahagpan pencalonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2008 dengan melampirkan rancangan Keputusan KPU
Provins atau KPU Kabupaten/Kota tentang perubahan tahapan, program
dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 53

Berdasarkan ketentuan Pasal 52, KPU Provins dan/atau KPU Kabupaten/K ota
menyampai kan penundaan tahapan, program, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah kepada pemangku kepentingan.

Pasal 54

Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Proving, dan KPU
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jgaran kesekretariatan
penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dibenarkan memberikan
dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8.

Pasal 55

Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan disusun
dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan
sebagal mana dimaksud dalam Pasal 46, dijadikan bahan untuk :

a. membuat daftar nama pasangan calon;
b. membuat surat suara;
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c. keperluan kampanye; dan
d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
Pasal 56

Untuk pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provins/KIP Provins
atau KPU Kabupaten/KotalKIP Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis
tentang tata cara pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

Pasal 57

(1) KPU Provins/KIP Provins berkewajiban menyampaikan laporan tahapan
pencalonan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan
menyampai kan tembusannya kepada Bawas| u.

(2) KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota berkewgiban menyampaikan
laporan tahapan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU dan KPU Provinsi/KIP
Provins serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

Pasal 58

Untuk pencalonan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala
daerah di Provins Nanggroe Aceh Darussallam, berlaku Peraturan ini dengan
ketentuan :

a. perkataan KPU Proving dan/atau KPU Kabupaten/Kota di baca KIP
Provins dan/atau KIP Kabupaten/Kota di wilayah KIP Provinsi Nanggroe
Aceh Darussallam;

b. berkennaan denga formulir Seri A sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Ini disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 59

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan ini, KPU Proving atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk
kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/K ota, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kantor
Wilayah/Kantor Departemen Agama, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum
Provins/Kabupaten/Kota, |katan Dokter Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota,
lkatan Akuntan Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengadilan Tinggi/
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Pengadilan Negeri, Kepolisian Daerah/Kepolisan Resort, Kegaksaan
Tinggi/Kegaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 60

Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikas faktual serta
untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi
peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU, KPU Proving,
dan KPU Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi
yang sudah terbangun.

Pasal 61

(1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan
ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih
kepengurusan yang masing-masing menggukan bakal pasangan calon,
dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik
tersebut kepada pimpinan pusat partal politik yang bersangkutan.

(2) Daam penelitian kealbsahan pengurus partal politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), KPU Provinsg atau KPU Kabupaten/Kota melakukan
klarifikass dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah
tangga partai politik yang bersangkutan.

(3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat
pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu
kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asass Manusia Republik
Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang
masih berlaku.

Pasal 62

Untuk Provins Nanggroe Aceh Darussalam dan kabupaten/kota di wilayah
Provins Nanggroe Aceh Darussalam, berkenaan dengan partai politik dan atau
gabungan partai politik yang menggukan bakal pasangan calon sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan ini, berlaku ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf ¢ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.

Pasal 63

Dalam pelaksanaan tahap pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tidak menggunakan bentuk
formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1Il Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
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Pasal 64

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
ini, adalah sebagamana dimaksud dalam Lampiran |, Lampiran |I, dan
Lampiran |l Peraturanini.

Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan olen KPU
Provins atau KPU Kabupaten/K ota

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan ini :

a

KPU Provinsg/KIP  Proving dan/atau  KPU Kabupaten/Kota/KIP
Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan proses tahapan pencalonan
sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

KPU Provinsg/KIP  Proving dan/atau  KPU Kabupaten/Kota/KIP
Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses tahapan pencalonan,
setelah Peraturan ini berlaku, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 68
Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;,

KPU Provinsg/KIP  Proving dan/atau  KPU Kabupaten/Kota/KIP
Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses pengadaan yang
bersangkutan dengan pencalonan, apabila telah menetapkan pemenang
dalam proses pengadaan tersebut, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor
68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor

68

Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 67
Peraturan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 24 Juni 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
H.A. HAFIZ ANSHARY A.Z.
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 24 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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Lampiran |  : Peraturan Komis Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2010

CONTOH JENISFORMULIR PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. Formulir Surat Pencalonan ( Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK);

2. Formulir Surat Penyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Dagrah (Model B1 — KWK.KPU PARTAI POLITIK);

3. Formulir Surat Pernyataan Parta Politi dan/atau Gabungan Partai Politik
Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Model B2 — KWK.KPU PARTAI POLITIK);

4. Formulir Surat Penyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah atau
Wakil Kepala Daerah (Model B3 — KWK.KPU PARTAI POLITIK);

5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai
Pasangan Calon Kepala Darah dan Wakil Kepala Daerah (Model B4 —
KWK.KPU PARTAI POLITIK)

6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan
Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Miliik Negara/Daerah, Yayasan,
Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B5 —
KWK.KPU PARTAI POLITIK);

7. Formulir Surat Pernyataan Pemberhentian sebagar Anggota Komis
Pemilihan Umum, KPU Proving, Atau KPU Kabupaten/K ota atau Anggota
Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Proving, atau Panitia
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Model B6 — KWK.KPU PARTAI
POLITIK);

8. Fomulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD
(Model B7 -KWK.KPU PARTAI POLITIK);

9. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD,
dan DPRD yang Mencalonkan Diri (Model B8 — KWK.KPU PARTAI
POLITIK);


http://www.djpp.depkumham.go.id

53 2010, No.303

10. Formulir Surat Penyataan Bertagwa Kepada Tuhan Y ang Maha Esa (Model
BB — KWK.KPU PARTAI POLITIK);

11. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita
Proklamas 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta Pemerintah (Model BB1 — KWK.KPU PARTAI POLITIK);

12. Formulir Surat Pernyataan Mengena Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat
di Daerahnya (Model BB2 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);

13. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Manjabat sebagai Kepala Daerah
atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama
(Model BB3 — KWK.KPU PARTAI POLITIK);

14. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebaga Penjabat Kepala
Daerah (Model BB4 — KWK.KPU PARTAI POLITIK);

15. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan
Jasmani (Model BB5 — KWK.KPU PARTAI POLITIK)

16. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesa (Model BB6 — KWK.KPU PARTAI
POLITIK);

17. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7 —
KWK.KPU PARTAI POLITIK);

18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8 —
KWK.KPU PARTAI POLITIK);

19. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak
Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9 —
KWK.KPU PARTAI POLITIK);

20. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
(Model BB10 — KWK.KPU PARTAI POLITIK);

21. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan
Apabila Terpilih Menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model
BB11 - KWK.KPU PARTAI POLITIK).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

H.A. HAFIZ ANSHARY A.Z.
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| ‘-

| MODCEL B - KWE KFPU
i FARTAITOLITIK

SURAT PENCATONAN
OMOE.

Cesuni ketertuan Undesig-endang Bomor 32 Tabun 04 tentung Prrnerintahon
Dieraly, setagaineana divbah tezakhic denpan Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008 sorla
ketenbuzn Peealuran Demerintal Momar & Tahun 2005 tentanyg Pemihhan, Pengesahan Liu
Tumberhentian Kipala Daerah dan wak:] Kepala Daerah sebagaimi diviak terakiir denypar,
Peraturun Pemerinmb Momar 49 Tahwan 2008 fo Peraturan Kuredsi Peonilihan Umuem Moo 14
Uzhun 2010, Bersama ird disjokan pasargan calun Kepala Daeruh dan Wakil Kepala Davsal,
aleh Diewan Pimpinan Daerah atan subutan lain Trvinsl/ Kabmpaton Fata® ) oo o e

Partai atail gal'n.L_-Lgm-. Partai Polibik |lewan

Phrypinan Dacreh alau seluetan Jain

1. Tarlai
2 [artal
3. HMartai
4. Hartai
3. Fartai

Nama pasangan calon Kepala Dacral dan Wakil Kepala i2aerab yong digjuian acialah ;
1. Calon Kepala Dasrah
2, lalan Wakil Eepala Dasrah

Sural pencalonan ini dilampird surat keterangan dan surat pernvalaan mengenat dala
pazangan calon sebagaimana dimabewd dalam Fasal .. ..., Peratoran Komusi Pemilihan Umum
Mamor 13 Tahus 2014 tentang Pedoman 'leknis Tata Cara Pencalonan Femitihan Uroum Kepala

idaerah dap Wakii Kepala Dacrab,

w 20,
Drewan Plnpinan Paerah (DD} Farlai Politik atan sebulan laind
Ciabungan Drewan Fimpinan Dacrah (DFP13) Partai Pulitik alau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)p
Kolua NP2 amu sebukan Lun Sekretans UPLD atow sebwlan fan
Trov fRabh/ ot =) e ﬁ“\ Prov/ Eab/Eata #)
| e ]
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2. PATELL e e meme e s e e e

Toetiza 13D ot selwatan Lado
Frow /Bl Fnka *)

T T LT VPP e O

Ketza CID atan sebatan lain
Frow /Kb Eoua )

4. Partai. .

Kot DPLD abau selutan lain
Fron/ Kok Kota =)

B, PPATER . e e irn e

Kema DFD ataw sebukrn lain
Prowrf kah/Fola *)

Keterangran ;
41 Coorel wang tidak dinethekan

55

7N

l Cap |

\\- -/r}

Lakretaris DFD atau sebukim 12in
Prow S ab Eola ™)

Sekretaris M1} atau selvilan lain
Prove f Falsf Konka *)

Bekretaris DPD atao scbutan [ain

Trrow/ Kabh fEota *)

Sekretads D712 atou sebutan [ain
TFrowv/ Keb Fota *)
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EUNTU]]

MODEL B1 - KWK.KPU |
PARTAL MOLITIK

SLMATPERNYATAAN
KESLFAKALAN BEREAMA ANTAR PARTAI MOLITTK FESERTA PEMILU
DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA IJATREAH
DAY WAKIL KEFALA DAERATT

Fitelin ML ADE voeveeeeeee s r i emneas WITFAD e e (0] =1 o R
LAIIIL o rees e eeesncsnorn oo DETERTERIE G ot e et et FEITR hertandia langan

di Lawath ini pabungan Dewan Pimpina Dasrah ataw sebutan Jain Provinsi/ Kabupilen Kota®)

1. Tackai
2. Poartai
X Parlai
4. Purlai
3. Faruat

secizd bersama-sama menvatakin sepakat unluk mengajukan pasangan calon Kepaln Dacrah
dan Wakil Kepalan Dacrah, dan menyatakan fdak axsn menarik pencalonan atas pasangan
calnn yary telan diajukan, baik secars brisama-saz MALREN sendiri-sendirs tethadap nata

pazangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalvcan (Mode] B - KWK

Demikian surab pernyataan i dibuat dengan sshenarnya uniuk dapat digunakan
sehapai buk:i pemernhan syarat penjajudn pagangan calon Eepala Therah dan Wakil Kepala
Uaczw, sehapaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) lwruf a dan hurd b Undang-undang
Numoe 32 Tabun 2004 sabagaimana diubey terakhic dengan Undang-undang MNamr 12 Talwin

20018 T, Peraturan Komisi Femilihan Lmuon Momer 175 Taban 2010,

O | P
Tlewan Fimpinan Thaerab (OPDY Partai Politik atau scbulan lain/
tzabungan Dewan Pimpinan Dacrah {DPL} Partat Pelitik alaw sebutan lain
Yang mengajukan Casamgan Calen )
I 5 ) o RS
Fetua TP atay sebutan lodn _ Lekretaris DPD akus sebulan [ain
oo b Kola *) / -H\x Mo Kab Konta *)
| cap
l'-. 4

~
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B AT AT i i

Eoluz DFD atau sebutan lain
TP Kabh/Eoka ™) / "\x.

b T S 1 PO P

Eetnpg 10FPD ata selutan lan J—
. P - - \
Triv/ Kabh/ Fota ™) I

-

-

Eetua [HAD ot sebatan i
['ron S ¥a by Rk ) /'_\\

Felua P atiu selutan lain
Frov/Kab/Kota <) /H\\

Kelerapgan
* Ceret vimg fidak digerlakan

Sekrelaris 1ML aton sckirtan lain

FProawr/ Ealyf Kata *)

Sekrataris DPTD atau sebutan lain
Frovrf Falyf Kota *)

Sekrolasis DID atau sebala 12in
Trov/ Kab Foka ™)

Cekratatis 1PT) atau sclutan lam
Frov/Kabh/Eola ™)
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[ conrou
[

MODIEL B2 - KWK KFT
FARTAT POLITIK

SURAT PERNYATAAN

TARTAI FOLITIE DAN/ATAD GABUNGAN PARTATPOLITIK TIDARK AKAN
MEMAKIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CATON KEPALA TIAK Hall
DAN WAKIL KEPALA DAFRALL

Yimp bersands saogan dibawalh ind, Dewan Timpinan Caerah atau sebulan [ain

Provinsi/ Kabupotn Fola%] o
1. Parta i dan

A, Fartai TP FL01

4 Fartai Ledan

1. Parta:

nenvatakan Udek akan menank pencalonio alas pasangan calol Yang tehih diajukan, baix
secata bersama-sama cnoupun sendir-soadin leshadap nama pasangan calenn sehapaimnana

dimakeud dakun Surat Pencalonan Kepala Daerab dan Wakil Kepala daerah.

Mermnikian surat ini dibual dengan sebenarnya onkak dapat digunazan scbagai bakt
Ferunuban syarab pemgajuan pasangan calon Kepula Paeral dan Wakil Kepala Dacrab,
sehagatmans dimaksnd dalam Pasal 39 ayar (5} buru! ¢ Undang-undung Newor 52 Tahmn 2001
sehagaimans disbah lerakhit dengan Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 2008 Ja Ferataran
Fomisi Femidlihan Umuan Momnor 15 Tamun 2010,

e |

ilewan DMimpinan Daerab f dewan Plnpinan Wilayah atan
Cabusgan Lewan Fimpinan 13aerah Partal Polilik

Yang mengajukan Pasangan Calun *)

F e FATTIL et e e e et
Ketoa DPT alan arbntan lain B Sokretaris DPD otaw selatan lain
Prow /Kah, Kok ¥) PN Prow /Kol /Kata %)
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2 PAMET e e i e

Foedua 171710 atan sebuian lain
Prove f Ealaf wata 7]

]

A Tartar.. ..
Felua 2IFD atau selukanr lan I
FProne/ Kan/ Eota *) f/- .

A, PETHR . it v e i 1

Ketuz DFD alay sebubn lain
Trow/ Kalbf ota ™)

Evtua 17PL atau sebular 1ain
Froee/ Eob/Kala *)

Kuterangan :
) Caret vang Lidak diperlukian

Sakretaris DPTY alivn sehatan lain
ProwfKah/ Kota ™)

Sukrelaris 1T oten sekian lain

Prow/ Eab/Eola )

Gekretaris DPL atau sebutan fain
Trowf Kahy Kt )

Sekretaris TTD atad sebutan loin
Frovve/ Eabyf Kot )

——
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|_cr_wrml_|

I +i0mEL B3 - KWK.KPU
PARTAT POLITTK

SURAT PERNYATAAN
KESFRIAAN MENTADI CALON KEPALA DATRAH/WAKIL KEPALA DAFRAILY

Yang bertanda sangan dibawaly imi -

Miszna
2 Tuerus kelamin
2. Tempatdan langgal

taluie/ umur e e TR
4. Pepdidikan terakiir

3, Alamai lempat Hoggal

Sebagai calon Kepala Daerahy Wakil Kepala Dagrah™) dengan jri menvatakan buluwa
saya mercrima dan bersedia diajukan menjadi calon Kepala Dactah, Wakil Kepala Dacran®)

secirs bernasangan dengan calon Kepala Dracrah/ ¥Wakil Kepala Dasrah®) alag nama e

Demikian swrat peinyatazn ini dibual dengan scbenarmya untuk dapat dirnakan
sehapal bukl pernenuhan syaral pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, sebagaimanza dimaksud <dalam Pasal 39 avat (2] hueal d Undeng-undang Noror 52
Tahun 2004 sebagaimana divbab terakhit dengan Undang-undang Momaor 12 Tahun 2008 o,

Fepamran Koozl Pemilihan Umumn Someoe 13 Tabun 2010,

F L T o PSP

padatanggal

Yang memruat prinyataan
Calon Evpata Dasrah, Wakil Kupala Dasrah”)
|
Materal
Rp. 6000

I

Kelgramgan
*1 Coret yamy bdak perin
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-1
CONTOH
I :
OTIEL D = KWK KFPLU
FARTAIPOLITLE

SURAT PERNYATAAN

TIIAK AKAN MENGUNITURKAN DIRI SEBAGAT PASANGAN
CALON KEPALA DATRAH 1744 WAKIT KEIALA DAFRALL

I anwa

Teros kelamin
Temipal dan kgl
Jalit/umur
Pencdidikan terakinir

Alamat lempat gl

e f e e @RI

Sepigal calan Kepala Thaerah, Wil Eepala Dacral), dengan ini menyatakan bidews

gaya tidak aban wengundorken diet sebapai pasangan calon epala Traerah dun Wakil Kepala

vk, tertntung sejak ditetapkan schagai pasangan calon Kepala Tacrah dan Wakil Kepala

Maeran oo Komisi Permiliboat Lo Trosinst S Kabrpaten Kala™) o e

[lemildsn sural parmyataan ird cibvat dengan sehemarmys unluk dapat digunakan

sebagai Bukb pemnmenuhin syarat pengauin pasangan calun Kepala Maerah dan Weakii Kepala

Cacsalh, sehagoimau dimaksad dalum Pasal 34 ayat (3) huruf e Undang-Undong Mo 32

Talwin 104 sebarpimana divbah teraklie dengan Undong-Undang Nemor 12 Tahun 2008 Jo.

“ppaturan Kooist Pereilivan Cmuom Nomee 13 Tahoen 20100,

Eeterangan !
71 Cozelvang Fdak perlu

Tobidinh G0 cveeee o e e
pada BangEal. . e

iy mernbuat pemyatian
Culon Kepala Dasrah,/ Wakil Kepala Dasran™)

Mlatirai
Ry f.ikKI

|
L
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["conrou |
L

_ 1

KIOI2EL B « KWE.KFU
FARTAI POLITLIR

SURAT PERNYATAAN
KESANCGUPAN MENGUNLIURKAN THRI DAKY JARATAN
PENGURUS PERUSAHA A SWAST A, PERUSAIIAAN MILTK NEGARADAERAH,
YAYASAN, AVOKAT DAN KUAS A HUKUM ATAU PROTTS] BIDANG LAINT

Yang bertanda @Engan Jdits wral i

1. Mama

'!-\.'l

Jenis keamin
3. Tempal dan tangmasl

“alir/ nenur UV SR £ 1
4. Prodidikan turakhin

0. Alamak tompat ting e

prenyatakan deagan seberuenya bahiva siya sanpgEup mengundurkan dir dari jabatan fabaton
megeri apibila termilih menjad Kepula daerah atau Wakil Fepala Dacrah®) sesual dengan
ketentuan parateran perundang-undang:m dan pada saal pencalimnan [ATER N

L lidak dalam kedudukan sedang mneniabat SUBREAT e o s

2 Talah mengundurkan din dat] j2hatan sebapal o

dan teluh memperoleh persewsuan dam atesan langsung, schagainana bukt teelanmpir.

Demikisa surat permyatian il dibuat Jengan ssbenarmys unluk dapat digurakan
sebapai bukis pernenuban syatat pengajusn pasangan calor Kepala Daceah dan Walal Kepala
17aerah, sebagimana dimaksud dalam Pesal 59 ayat (3 Tweaf € dan bural g Undang-umdareg,
“pimor 52 Tobhun 200 sebagaimani cinka s terakhir dengan Undang-Undang Memor 12 Tabun
2008 To Poraturan Eomesd Peandlihan Unem Koot 12 Tehun 2010,

Tada g Eal e e

iy, meTnlaeat permyilaan
Calen Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah®)
I Watorai
Rp- .00 |

B

o

Keterangzin
* Charet vang 9k porla


http://www.djpp.depkumham.go.id

63 2010, No.303

CONTOR

RIOIDEL B« KWE.KIU
FARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN
PEMBERIENTIAN SEBAGA] ANGGOTA KU, KTU FROVINSL ATAU
KU KABUPATEN/KOTA ATAD ANCGOTA BADAN PENGAWAS FEMILY,
FANITIA PENGAWAS FEMILU PROVINS], ATAU PANITIA PENGAWAS
PEMILU KAPUPATINKOTAY

vang bestanda tangan dihawah ind

Mama

Jends kelammn

(SR

Tempal dan tanggd
larir/ nmr Jehun;
1. Temdidikan tecakhuc

5 Alamal berpat bngral

menyalakan dengan sebenatrya balnwa saya margundwkan diri dari Angpeta KPU, KFPU
Mrovings, alay KTU Kabupaten/ Kola atau anggola Badan Feogawas Ferdlu, Panitia T'engawas
Pomity Provins, atau Panitia Penpawas Penily Rabupaten/ Keta®) sesual dengan kelenmuan

peraturan perundang-undangar dan pada saat pencilenan ind sy

1. Tidok dalam kedudukan sedang memgalar aebagai .
2. Telah mer guendarkan duw < s jabitian seba gal - - - -
dan teleh mempereleh perscivjuan dati atasan Iaﬂ-gsun,g. s-.]mgﬂ mana bukli Inrlampzr

Duemilian swrat pernvataan dni Jdibual dengan sebenarnya untuk dapat digrunakan
szhagai oukli pemenuban svarat pengajum prsangan calon Kepala Dawrab dan Wakil Kepala
Makzah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat {4) Peraturan Pemeriotah Momar 6 Tabuwe
2005 sebapaimana diubah terakbur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 jo
Feratarsn Eomisi Pemiliban U Mamer 13 Tahen 2000

Dbl i -vee oo i e
padin B Eale e

tanp mombual pernyaman

Calon Kepala Dacrah, Wekil Kepala Dacran®)
Ilaterai

Ep. 6.00H]

Eeterangan :

1 Coret vang idak perln
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CONTOIT
e |

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIT DARI JATATAN SEHAGAI FIMPINAN DIRD

MODEL BT - KWK KT
PARTAL MOLITIK

¥ani bertanda tangan dibawsah ini

1. INana

!‘-\.'l

| emis kelaanin

Tempat dan g sat

“ahicf urmur e i i LAl
4. Pondidikan lerakhir

3. Alamaz tempal linggal

menvarakan dengan sebenarmya bahwa pirda saat penceloran wni saya Hdak aklil dari jatuli

sehigai pirnpinem Dewan Farwakilan Rakyar Dastah Frovinsi, Sabupaten/Kata®] e

Demikizn surat pemyaban ini diluat dengan aebenaraya untuk dapal digomakin
scbapai bukti pemunuhan syarat pengajisn pasangan calim Kepala Dackah dan Wakil Kepala
Dacrah, sebagaimana dimaksud Jdajan Pasal 39 ayal (3) homf h Crglang-undang Momer 32
Taliw: 2004 svbagaimana divbuh beraslhdn dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2006 Jo.
Terirtran Komisi Pemmilikan Dmom Komeor 13 Tahun 2610,

THEal €7 oo i e e e
pada sl e

Yamg merbuat parmyitind

Caluon Eepala Daerah/Wakil Eopala Daeral™)

Keferanean :

i =1 o E
"

* Corel vang lidak perla
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CONTOIT |

KODEL B3 - KW KFU
FARTATI FOLITLA

SURAT PEMBERITAHUAN
KEPATIA PIMPINAN BAG] ANGCOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAGRAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAIL
YANG MINCALIINKAN DHEI

Yarg berbuda tangan dibawal ini:

1. ™Nama
2 Jenis kelaoun
3. Tompak dan tangl
lalwir st e v mtn e e e e LARTITY
4. DPepdidikan fzrokiiy

A Alaraal lompat Bngpal

neenyatakan dengan schenarrya bahwa siya mencalunkan dir? sebagid Kepala Daerah,fWakil

Kepala Traciah®].

[emakiar, sutat pemberiiabuan ini dibwal dengan schenarnya, sebigid ok
nemwnubim svarat pasarugan calon sebagaimana dimaksud dalam Fzsal 55 hwrut i Cndasg-
LIndang Momar 32 Vahun 2004 selagaimana dubah rerakhir dengan Lndang-Undang Mamur

12 Tahun 208 Jo Peraturan Komisi Pernilihan Umuon Nomor 13 Tabur 20730

Tabaaldi oo e
Jrada L

Yang memtual pemberiiahuian
Calon Kapala Davnihy Wakil Kapala Tactal']
R
I hiateral i
Y UL

T

keterancan

1 Coret vamnyy Hidak peslu
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[?JNTE!H_]

[ —

MUOIEL BB - EWK.KI'U
PARTAIPOLITIK

SURAT PERNYATAAN
BERLADWA KEIADA TUHAN YANG MAILA FSA

Yang becaamls langan dibwaly ind:

Mo

2 |enas kelamir
Dekpizaan

4. Tempal dan tamymizal

:ahic/ wmmur TP PSR £ (141

&, Alpnat ssrapet dnpgal

cenyatakan dengan sehemarmyu balwa savi sobagai colon Kepala Ducrah/Wakil Fepala

1Tasrah™) buglagwa kepada Tiehan Yang Moha Fsa sesunl dengan apgam Yang says arul.

Drepikian pernyalaan ini dibuat dengan sebenarnys, sebaged bukli pememihan siarat
calom Euepala aerahsWakil Eepala Dacrah®] sebagaimana dimaksnd dalam Masal 58 Tuweot a
i ndang-Undang Momue 327 1akon 2004 scbagaimana diubab terakhit dengan Undang-Tndang
Moot 12 T2hun 2005 Jo. Peraturan KEomisi Permilihan Unium Momor 13 Tahun 2010,

Dibugk cli e
pada ErEgal, e

¥ATE UL PETAtaT
Calun Kepala Daerah/ Wokil Kopala Thaerah™)
—

Matecai

|
Rg. £.000

Keterangan :

=y Coert vang tdak porla
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i TIONTOH

SURAT PEENYATAAN

SETIA KEIFADA FANCA SILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
LNDANG-UNIIANG DASAR NEGARA REFUBLIK INDONESLA TAHUMN 14945,
CITA-CTTA PROKLAMASE 17 ACUISTUS 1945, 1IAN NECARA KESATUAN
HEPUBLIK T512ONTSIA SERTA PEMERINLIALL

MODEL BB1 - KWE.KI'U
PART AL FOLITIK

Tang hertomlu largan dibawad ini:

1. Wiuna

¢ Tenis kelamin

2 Pekerjaon

1. Termnpal dan gl
lalit/ wiua

3. Almrat tempat binggal

remyataken demgan sebenamya bahwa sava sebagui calon Kepals Daecrah/Wakil Eopala
Dacrah?] setia kepada Pancasila sebagni Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Megara
Repzalik Indenesia Tahun 1943, Cra-Cit Proklamast 17 Agusius 1545, dan Megara Fosaluan

[epuhlik Tonlonesia setta Femurinlah.

Temilkizn surat pernvataan ini dibust dengan sebenarnya unbuk dapat digunakan
solagat bukt poemenchan sywat calon Kepala Tractah/Wakil Eurpala 13aerah®], sebagaimana
dimraksud dalam Fasal 58 hnedl b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebugaimana diubah
terukir dengan Unclang-Undang emor 12 Talan 2002 Je. Peraliran omred Peadliban Drum

Sooynint 13 Tohuwe 2000

hinmatdr o s

Pada g EAL o e

g, enembuat pernyulaan
Calom Kepala Tacraly? Wakil Kepila Traeraly]

Trlaterai
Rp, 6.l

Kelarangan :
*+ Coret vang tidok prelu

2010, No.303


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.303 68

i LonNTOH |

MODEL BE2 - KWK .KI'T
PARTAL FOLITIK

SURAT PERNYATAAN
MENGENAT 1DAERAH [3AN DIKFMAL OLEH MASYARAKAT DY DAERAITNYA

vang berlanda tangan cibawah ind:
l.  Marma

Jznds kelarmin

*a

A TPokorjasn
4. Teepat dan tanggal

labit/ wower

3 Alamud lempat ingeal

femyatakan demgan sebenamya bahwa saya menpenal daerab dan dikenal oleh
rasvarakist se2ma pernaby Lingpal dun dibesarzan di:

Ealtupaten;Kota *}

1 Hecamatan
A Tlesa; Keluralran
4 RT/TW

i |

| ATyl PR 1) 111 Ty SRR 1% 1 14

Demckian surat peapataan ini dibuwal urtok digunakan schogai Dkt pemerahan syarat
calon Kepals Duerah/Wakil Kepala Daerih®) gebagaimana dimaksud dalim Pasal 35 hural b
Undang-Lndang Momer 32 Tahun 2004 sehagainana dinbah terakhir dengan Undang-lindany

Momer 12 1 alsam 2005 Tu Peraturan Keonisi Pemilihon Uawem Moomar 13 Talwn 2ma.

DiBraat di e e
mada targgal, oo e

Tang mernhuat peoayalaan
Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Dacrali™
!_—
| atatwral
p. 6.000

F
I

Keterangan ¢
=1 omet yvang bdak perls
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COTOI |

MODEL RE3 - KWE.KT'U
PARTAI FOLITIK

SURAT PERNYATAAN
UELUM PERNAH MENJABAT SEEACAT KFPALA DAERAH ATAUWAKIT KEIPALA
DAERAH SELAMA DUA KALLMASA JALATAN YANG SAMA

Yarn bertanda tingan dihawab o

1. Deuzin

2. enis kelamin

A Teropal dan tangsel
...Tahu;

lalir fumoe

4. Demelidikan teraklur

1

Alural lrmipat aggal

menyaakan demgen schenamya baliwa saye sebagal calon Repala Dasrah/Wakil Kepala
Lasrah*) belim mernah menjabat sehaga Kepala Daesah/Wakil Kepala Daeralt™) sclama dus

kali masn jabatan wang sami.

Demibisn surat pemnyabian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebapal bkt pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/ Wakil Kepaia Ducrah®), seha gaimani
dimrksud dalam Pasal 58 buruf o Undang-Undang Nemor 32 Tabun 2004 sebapuimana divbah
terakbiir dengan Undang-Undang Nomer 12 Tabun 2008 Jo Peralaran keoris Pernalihan Linom

urmwar 13 Tahn 20740

Diluat di oo e e
pada tnnsg._ﬂ.. et e e

Yang membuial pernyataan
Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Dasrah®)

Miteral
Rp. G045

|
|
L

Keternmpan -

* Corel vang tidak perlu
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[ conror |
(I |

MOHIEL BB - KWE ETU
PANTAl MOLITIK

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENTABAT KLPALA IDALRAH

‘amy berlanda tasgan di bawah ini:

1. ™ama
2 e kelazin

Tempat dan langral

Lok urnar S ST UUPPURRPPPRY 131131
1 Peedidikan terakhir

L. Alamatb ternpat ngaal

eyt An b sava Hdak dasn status sebagai Memvabal Kepala Tacral.

Demikian sural pernyatan ini dibuat dengan scbenarnya uniuk dapat digunakar
sehagai bukt pamenuban svarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Ducral™), sebapaimanra
dimaksud dalam Pasal 58 huref 1 Undang-Undang Nemer 22 Tahun 2104 sebagainana diubah
serakhir demgan Undang-Undang Momer 12 Tabun 2008 Jo Peraturan Kornisi Pemnililian Limum

Fooazzvas 12 Tahun 2000,

pada manggal e

any wernauat pemyalaan

Calon Kepala Daeran/ Wakil Kepala Daerah®;

1
é Malerai |
| By 500 |

I —

Kuberangan !

~1 Coret vang tidak perlu
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| LONTOH
[

_

M{VDTL BRS - KWILKFL
PALTAL MILITIE

SURAT KETERANGAN
[TASIL PEMFRLESAAN KEMAMPUAN ROHANIL DIAN JASKANI

Tim Pemerikss herrampnan foband dn jasman, menerangkan bahea

Wom

[ E=]

Jems kelamin
3 Tempatdan langgal
Salurd uour o Tahun;

4. Alamat bempal dinggal

berdasarkan Fas proerksuany pengujian terhadap kemamyuan robani dan keschatan jesmani

calon Hepula Laerah/Wakil Kepala Darrah*) abis DATIE T e

duvalakan mamp/ dak mampu™) secerd roharn Jdan jasmani meelaksanaban Legas dan

ke spiban sebapes Bepala | Jaeraby Wakil Kepala Dagrab®).

Cremikian suzat keberangan ini Lbual dengan sebenarnya, sehingaa dapat digurikal
sobagai bukb pomenutan syaral calon Kepala Caerah/Wukil Kepala Dacrah™), sehayaimila
dimaksnd dalam Fasal 38 huref ¢ Undang-Undang Memer 32 Tahun 2004 sebagaimana diubab
lerakhir dengan ondang-Undang Memer 12 Tahun 2008 Jo FPeraturan Fomisi Pemiifiun Limum

Sermee 15 Fabom 200149,

Tirm Pemeribesa Kesehalan Khieas

f/“_"x\ KETUA,

i car |

N

Keleranman

® Cnret yang Hidak porle
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—
| ZONTOH
e

MOTDEL BB6 - KWK.KPU |
PALTAI MOTITIK i

SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NECARA KESATUAN REPUBLTK INDONKSLA

Kepala Desnd LUsal oot menerangkan hahwi

1, ™ama
2 lemis kelamnin

3. Tempatdan tanggal

lamit, o r Y VTP URPPPOPPPPPY i) 111 .1
1. TPeedidikan temakbiv

3 alamar ternpat ool

Serdasarkan etk tenda penduduk menerangkan denpan schepamya balura nata
ralon Kepala 1Dazrah/Wakii Kepala Daeral’) tecsebul bhertempat lnggal di Desaf Keloraban

e, AT subazal Bkt terlungar fotnkopi kartu tanda pendudick.

Dumikian surat ketorangan ind dibvat dengan sebenamoya untuk dapul digunakinn
sebapai bkt pemenhan syarat calon b epala Dacral/Wakil Kepala Dacrah®), sebagaimiaci,
dirmaksud dalar Pasal 38 hare 1 Undang-undang MNomar 32 Tabun 2004 sebagairuwa diuhah
terakhic dengzn Undane-Undang Memer 12 Tahue 2008 o Peratutan Fomdsi Memilibon Upvan

Momar 13 Talhen 2310,

Jt=Ts Lo g |

KFPALA DESA/URAH

Keterangan :

| Coret vany tdak poeilu
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MODEL BBT - KWE.KTT

PARTAITOIITIK |
SURAT KETERANGAN
TIDAK BREMILIKI TANGULUNGAN UTANG
otz Penpardilan MEmiri e e menerangkal hahwa ;

Nama
1 Tends kelomun

Tokegaan
4. Tempat dan bungeal

Lalviry cmur PR PRVRRUSUY S U1 11 3

5. Alanattempid linggal

Brrdasarkan hasil pemeriksaan cataton lAngpungan wang terhadap calon Kepala
Daserah S W akil K,c[_r.ﬂ.a T2ETALY] ULES T © s oo omeemes o B T o o 122
fidak memilik: langgurgan ubing 58CeTa perscorangan dan/alau ascama badan hukam yang

wemiadi tanggunyg jawabnea, schirgga tidas metipikan kevangan negara.

Llemikiar: sueal keterargran ind Jdibunt denygan sebenarnya, schingpa Gapal digunakan
sebagai bukii pemenuhan syarat calon purscorsngan Kepala Uaerah; Wakil Kepala Thacral®),
sebogaimana dimaksud dalam Tasal 36 boruf | Undang-Undany Nomer 452 Tahun 2004
schagaimany diubah terakhr dengan Undang-Undang Nomor 12 “Tahun 2008 Jo Meraturan

Enmisi Pemilthan 2 oum Nomor 23 Tahn 2000,

iXbuatdi e
rada mnual

Kolua Fengadilan Megeri

Bctorangan :

i Coret vang Selak prria
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MODEL BES - KWK.KIU
TARTAL FLILITIK

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PATLIT

Felua Pengadilon Negest  THaM s meneranglkin bahwa :

Hama

Terus kelamin et eeme oo oeeeRen R g s oo e oo emd 42k 48 TS 8o 8o AR s e e e S
Pexeraan

Temput dan tan gl

Laluir f Wi OO JURVOPPRRUPUUORRRPY i1y - | H

Alamat tetopal Unggal

1

bergasarkan has:] pemeriksaan terladap calen Kepala TPazroh, Wakil Kepala Dacrah™) atas

v dinyatakan dak sedang dalaca keadaan

prailit.

Dramikian surat kebersogan ini diboat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan

scbaggai bukti pemenuban svarat calon Fepala Daerah/ Wakil kepala Dacrah®), sebagaimana

dimaksod dalam Pasal 32 huraf k Undang,-Lndang Mewmee 32 Tabur 2008 sebagaimana dinbib

terakhir dengan Lindang-Undung Mamar 12 Tahun 2008 fo Feraturan Fomisi Pemiliban T

Foomror 1 Toduwar 2070,

1 - S
poda anggal L

Ketua Pemradilan Mapsri/ Miaga®)

Vi

Hetorangan :

1 Capel vang tdak perla
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g_: ONTCH
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MODLL BRY - KWE.KFD

PARTAIPOLITIK |
SURAT KETERANGAN
BOToT 2 e e
Kelua Tengnadilan Negerl TINgAL oo renerangkan
hahwa :
1. Mama
£ Jerds kelamin

LA

Fakerjaan
4. Kebangsaan

Ternpat don langgal

o

4, Alammat temsal omggal

Buerlasarkan penelifan, nama tersebul pada saatin:

a. hduk parmah dijstubi pidana punjira Gerdasarkan  putusam pengadilan vang tlah
mempunyai kekuatun hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengin
pidara penjare 3 (lira) mhun atia el

b. lidak sadang dicsbul hak filikoya beedasarkan punesan pengadilan yang welah ey ai

kekualan hukum tetap,

Suwral kererangam wd dibuat untak keperluan pemenubin syatat calem Fepula
Caerahy Wakil Kepala Daceah*) sshagaimana dimaksud dalam Pasal 38 horofl ©dan buruf
Unilang-Undang Momer 32 Tahun 204 sebagaimane diubah terakhir dengan Undang-L'ndang
Fomer 12 Tahom 2008 [o Peraturan Kimaza Pemilihan UDmuam Momor 13 Tahon 2000,

pivclit LENEEED i em e

Kelus Pengadilan Neger/ Tinggi*)

|L CAP |

Vo

Keterangan :

i Curel vang tidak perla
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CALON KEPALS DAEVAILWAKIL KEPAT A TA ERATT*)

T AT

Tempat dan tanggal
lL.ahicfuann-

Alaat teinpat Bnggal
[Eis, ko laamis

Spama

Slalus perkiwinan

Hokerjaan

Rivvayat pencidikan

-

riwayat Lrgasigast =)

L Riwawval pexefaan dan

alonna! pekeraan ¥

7. Lawn-law

76

Meovion

FARTAI POLITLK

NAFTaAlk RIWaAYAT HIDUFP

1.

g

I=.

belum, sidah, prrnah kawin®]

RUUPTRN W1 ETF TV ¥

AT DSLET BRI D v e oo g e

junuan amh e DEATLT

nama kAvarga karlung

V(3L BB10 - KWK.KI"UJ
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Daafkar tiwemyat hidlup ini dibual dengan sebenamya untuk, dipunakan sehagat bukli
pemenhan syatal calon Fepala Lzerah, Wakil Kepain Dasrah®) suhagaimana duraksud il
Mazal 55 et o Urdang-Lndang Mamer 32 Tahun 2002 seba faimiii diubih terakhir denguu
Unilang-Undany Neenor 12 Tabun 2008 [o. Peraturan Komisi Pemilifan O Moee 13

Tabvui 2000,

LIRUEE €l varrereems ems et vmn a1t e
pada T s

ralon Kuwala ilacrah,/ Wakil Kepala Dacrah®

Keterangat :

1 eorat vang Udak dipedukan.

) oAb penjulasan kg nama dan alamat sukalany permrruan Hng gl

*s%y parmmat peryel asan enkug hentuky jeius, alamat Jan anga witklu,

Apahila Edek meneku pi, Teeoulie ing dapal diperbanyak olen calon yang bersanygkulin.

= omo
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i CUINTTOHT

| MODEL BB11 - KWK, KFU
FARTAL IOLITIK

SURAT PERNYATAAN
KESANGGURPAN MENGIUINTIURKAN THRIDART |4 BATAN
ATFABILA TERPILIH MENTADI KEI'ALA IDAERATT WAKIL KEPAT.A DAFR A

uny Teerbande fangar dibawalt ins

1. Mama

14

Terds kelamin
3. Tempat dun langgal

ahiz/ wiullt U U UPPPRUPRRORRPPY |-y 13 11
1. Perhdikar teraklal

5. Alamat tempat Linggal

menvatakan dengan sebenarnya bahwa cava sangyup mengundurkan din Jari jabatan,fabulu
neperi apabila terpilik menjadi Kepala Daerah, Wakdl Kepala Ducralr) sesuai dengan kebenluan

parahsTan perLhdang-undangan

Demixiin Surat Mermyalazn ini dibual dengan selenarmya untuk. dapat diguanakan
sebagai bukl pemenuhan syaral penpajuan JAsAN AN calon Eepala Daczal dan Wakil Kepela
Ducrah ssbagairmana dimaksud calam Pasal 539 ayat (3] huml Undang-LUndang Nomor 31
Uamun 2064 schagaimana diabal rerakhar dengan Undang-Lndang MNomer 22 Talmn 200 ja.

[Merataran Sonvsi Pemiliban Lo Mot 12 [ahun 20000

Diibueat ci .o
pada EngEal. e

Yany mernbudl pemyatioun
LCalun Kepala | Jarrah/ Wakil Kepala Laerak:*]

1
Maboral

| Rp-huid

L

Eeterangan
41 Cuorel yang tdax perlu
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Lampiran Il : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2010

CONTOH JENISFORMULIR PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH DARI PERSEORANGAN PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

. Formulir Surat Pencalonan (Model B — KWK.KPU PERSEORANGAN);

. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan
Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Dagrah (Model B1 —
KWK.KPU PERSEORANGAN);

. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah (Model B2 — KWK.KPU PERSEORANGAN);

. Formulir Surat Penyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai
Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model B3 —
KWK.KPU PERSEORANGAN);

. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan
Apabila Terpilih Menjadi Kepala Darah Dan Wakil Kepala Dareah (Model
B4 — KWK.KPU PERSEORANGAN)

. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebaga Pimpinan
DPRD (Model B5 — KWK.KPU PERSEORANGAN);

. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat
Di Daerahnya (Model B6 — KWK.KPU PERSEORANGAN);

. Fomulir Tanda Terima (Model B7 — KWK.KPU PERSEORANGAN);

. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Model B8 — KWK.KPU
PERSEORANGAN);

10. Formulir Berita Acara Verifikass Dan Rekapitulass Terhadap Jumlah
Dukungan Bakal Calon Kepala Dagrah Dan Wakil Kepala Daerah Di
Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA —
KWK.KPU PERSEORANGAN);

11. Formulir Berita Acara Veifikasi dan Rekapitulas Terhadap Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
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Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1 —
KWK.KPU PERSEORANGAN);

12. Formulir Berita Acara Veifikas dan Rekapitulas Terhadap Jumlah
Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Di Tingkat Kabupaten/Kota Olen KPU Kabupaten/Kota (Model BA2 —
KWK.KPU PERSEORANGAN);

13. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Kepaa
Dagrah Dan Wakil Kepaa Daerah (Model BBl - KWK.KPU
PERSEORANGAN);

14. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagal Kepala Daerah
Atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama
(Model BB2 - KWK.KPU PERSEORANGAN);

15. Formulir Surat Pernyataan Bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (M odel
BB3 - KWK.KPU PERSEORANGAN);

16. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita
Cita Proklamas 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia Seta  Pemerintah  (Model BB4 - KWK.KPU
PERSEORANGAN);

17.Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan
Jasmani (Model BB5 — KWK.KPU PERSEORANGAN)

18. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB6
— KWK.KPU PERSEORANGAN);

19. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pallit (Model BB7 —
KWK.KPU PERSEORANGAN);

20. Formulir Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Tinggi (Model BB8 —
KWK.KPU PERSEORANGAN).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

H.A. HAFIZ ANSHARY A.Z.
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YODEL B - KWK.KPL
PERSEORANGAM

SURAT PINCALONAN

Sezuat kutent wan Posal 59 avat 15a) hurof a Undang-Undang homer 32 Tahun 2004
srbapmimara dinbah terabdir dengan Undang-Undang Mamer 12 Tahum 2008, dan keteniuan
Hasal 424 avat (1) huref a Peratiran Femnerinkgh Momar # Tahun 25 sebagaimana diubah
lerakhir dengan Peraluran Pemeriniab Mamar 48 Talurn 2005 scrta ketentuan Fasal . ayat
i...] hugrui ... Permuran Fomisi Pemiliban Unyam Momar 13 Tabur 2000, berkenaon dengan
semenuthan persyartan pangajuai pasaTjmn calon Fepala LacrbyWakil Kepala Dacrai #]

i veee v clani pareeorangan, bersama ind ki !

(Calon Kepala Draeral)

3 Mara

{(Calon Wakdi Kepaia Tacrah)
mengajukan diri sebapai  pasangan calon Kepala Daerah dun Wakil kuepala [Xaeran
Pronvinst Kabupaten Fola®] . oo e i ASE jabatun

Surat pencalonan ira dilamnHe -

4. Terll araea verifkesi dan rekapitolasi dukungan dari PPRSRPU Kabupalen/Fata®,
dengan keseluruhan jamlalt pencikomg oo GEATE oo %) uari jumloh
penduduk Provinsi/ Kalmpaten/Kola®] . oyang tersebar di oL
{ cvvieened] Kabupalen Kota/Kecamatan®} - dard

ceereermee ) Kabupalen/ Kota fFecainatan®h.

o L R TERTE TR T I EP R T R

b Surat keterangan dan surat pernyatian alay doxumen ldnnys ssbagaimins dirmaksud
dalam Tasal 59 avat {5a) Undong-Undang Momor 12 Tabun 208 [o Perolaran Komis
Peanilibar Ui Momuor §3 Tabun 2

[Caion Wakil Kepala Daeral: Calon Kepala Dasrah
]

hlarernl

—
[

1

|

| 1tp. 6000
P
Keleramgan :

*1 Corvet vang tidak perlu
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MODEL E1 - KWIKLKPU
I'ERSECRANGAN

DAFTAR NAMA-NAMA PENIUKING FASANGAN CALON PERSEORANGAN
LALAM PEMILU KEFPALA DA ERARL TPAN WAKIL KLPALA DAERAIT

Yamg oerlanda bamgan dibawah i, ke pendukung pasangan calof perseoriligan Tetmiln
Kopala Bavrab dan Wakil Kepala Dierah :

* Ivama calon perseorangan Fepala 1Jastadh
2, Mamna clon perseuraugan Wakil Kepala Thageah

rnbak dicalonkan sebagai calen Kepals Daerah/Wakil Kepala Daeral:’) Provinst f Kok paten,

et SRUUURUUPTOUROTPRPPPPRNy -IC: { . L1 e eeee s mintpai demgan ahun
Kelurahan/ Desa ' i e Eabupatenf Eota®) o,
heecamatan T e DTovinSi

[ No Tempal Tgl | Tamda
T8 | Miadna | mp 5 Alamat

KT NI lahiUmur Tangan

g 2 ] TS a - B "

| |

2 |

: i | ‘
1 1
|
i

din scleruseya.. . | . :
i i

Demmixian purryalaan dokurgran ini dilnmat dengar eebenamya, dan apakbila Leprvata tidak
berr maka sangpup diluniab sesaat dengian peraneran prerundang-undangan vang nerlaku.

Dhibmainl vl veveeen oo
padatangzal .o

Mengeahui/ menyehyud.

Calon Wakil Kepala Dasrah | Calon Kepaln Daezall
| vateral
i
Rp. 6000
Keterangan -

*1 Coret vany tdak perlu
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SURAT PERNYATAAN
KLSEDIAAN MENJADI CALON KECALA DARRATWAKIL KRPALA DA EHATT*

MOUEL B2 - KWK.KPU |
PERSEORAMNGAN |

vang bertanda fungan dibawah ini:

Marmi

Tonis kelarin

Eal

Terapat dan tanggal
labirfwmur l|"_|£l]11.l"|.,.

Pemadidikan kerakhit

I

3 Alammal tempat Linggal

Denpan ini menyatakan Dersedia i enjadi calon Kepala aetaiy Wakil Kuepala

Tiaoraltt socara herpasasigan denpan calon Eepala Daerahy Vakdl Kopala laer ull*) Atas Teuna

e . - il pemeorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

I\u_],ala [laemab Prood nﬁ,."thbl.l“'lal'E'n.-"KDla_:l TP UP PP TIPPPRTOTIPPRI | £1: 1
FABAEAT e B e

Demukiun surat permyalzan int dibuat untuk memenmbd ketentean Fasul 3% Undar.g-
Unslang Momor 32 Tahun 2004 sebagaicnanas diuhah terakhir dengan Undang-Undang vomar
12 Tahun 205 |2 Peramuran Komisi Temilihan Umnarr Nomer 10 Taben 2174

THBLAL AT . 1 ov i vmrme oe oo e e e e
pada EEEal e s

Yang remnbuat pornyataan
Canlon Kepala Dueraby Wakil Kepala Ducrah®)

P
!

wloeral

i

i i
Rp- 61HHI |

.

Koterana
* Coret yany licak perlo
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ED mIOET

KODFEL 33 - KWEK.ETFD
PEREEOHANGAN

SURAT PERIIYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN IHRISEBAGAT FASANGAN CALON
KEFALA DAFRAILWAKIL KEPALA DATRAH")

Yang bertuncla tangan i bawab oo -

*ama
Jemis kelacmin
Tampat dan tanggal

lakar s r

2. Alamat tempat linggal

emgan i renyatzkan babwa saya tdsk o dkan renpndurkan diri sabagad
pasargan calon porscerangan Kepala Daesalt dan Wakil Kepala Dacrah, terhitmg ssjak
diketapkan sebagai pasangan wlon persectangan Kepala Dacrah dan Wakil kepala Dacrah olzh

Eommizi Pamilinan Umum Prowinsi/ Eabap stongd Ko™l oo s

spabily savs melangeat sUrat permyalasn i saya sangIuR meaeiahi ketertuan
Pasal 82 ayat (TR} dan ayat {1c) Undang-Undary Nomor 32 Talwn 2 sebagaimana dinbiah
serakhir dengan Lindang-Undang Nomos 12 Tabwin EI02.

Diemikian sural pamvatsan ini dibuat deagan sehemarnva unmk dupal cligunakan
sebagai bukli pemenuhan syaral pengeajuen pasangan calon persearangan Fepala Daerab dan
wakil Kepala Dasrah, subagaimana dimaksud dalam Facal 5% ayat (5] huruf ¢ Undang-Undang
Mermer 32 Tahun 2002 selagaimara dib letakhir dengon Undang-Undimy Domnor 11 Tahun
2005 To Feratwran Komisd Pemilihan Umne Memor T3 Tabun 2010.

THHUAT L vervsvarnimem s omeme e memt s ia e rr e e

pada tanggal o

Yang membaat permyilaan
ralon Kepala Dacsabh Wakil ¥epala Dacrzh*)

Yaleral
{ |

B, 6,000

Kelerangan :
= Coret yang tidak pedo
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i E-.’JNTDIT!
e
MODET, B4 - KWEETU
PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MENGCUNDUTRKAN DIRI DAKRL JABATAMN
APAB/LA TERTILIH MFENJADI KEPALA DAERAHMWAKIL KEFAL A DALEAH?]

Yang bertanda angan Qi bawah ini ;

1. Mawma

!‘.'F

Temis Keloinin
2 Pekerjazn
4. Tampeldan tanggal

Lahirfumur/iahun e e e e Tahun

Lr

Alinat terapat Enpgal ¢

[engan im menyatokan babwa saya sunggup mengumdickan diri dacy jabaran
apubila terpilih menjadi Kepala Daceah, Wakil Kepala Daeral*) sesnai dengan ketentuan Fasal
52 wyal (541 horuf o Undang-Undang Nomar 32 Tawn 2 sebagaimana dinbah ierakhir
dengan Undang-Undang Moaroe 12 Tabun 200 Jro Peroturan Kotnisi Pemilibar, Lmom Nemce
12 Tahun 2010,

Dlemikian surat permyatsan ini diluat dengen sehenarmya untuk dapat digumnakan
sakagai bukt pemenuhan syard pengajuen pasingan calon Kepala 13aersh dan Wakil Kepala
Mazrah.

Dbbbal adi e
padadanpgal oo

Tang membnst puernyaladn
Calon Koepals Daerah, Wald] Kepala Dasrab®)

RTacerui

g, a4

Keteranman @

*y Carel yang tddak perhs


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.303 86

[ 1
i CONTOH

|

MIOIFL BS - KWELRTU
FERSLOEANGAN

SURAT FEENYATAAN
TIDAK AKITF DART JABATAN SEBAC AT PIMPLNAN DPR1

Yang berlanda tangan Jdi bawah ing;

1. Mama

2. Teoris Kelammen

2, Fekerano

4 rempatldan tanpgal

Lahir fumurf mhun e e s e TR

Aluriil Pempat HIEEAL T e

Dengan i menyatakan dengan sebonarmya buhwa pada saat pencalenan sy Lid ax
akbf dagi jahatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Trovinsi/Fabupatend

Mermibdan surat permyataan ing dibual dengan sckenamya unink dapat dipunakan
sohagai hukd prenenuhan syarad pengajuan pasangan calun perasorangan Fepala Daerah dan
wakil epala Daerah, scbagaimana dimaksud dalan Fasal 39 ayab iFay horaf g Undang-
Undang Momer 32 Tahun 2004 scbagaimana diubuli lerakhir dengan Undangz-Undang Mormo:

22 Tamu 2008 [o, Peraturan Komisi Pemiliban Uourm Nomor 12 Tahun AT,

[P E BTl e e e

¥ ang memoak pernyataan

Calon Kopala Dacrah/ Wakil Kepala Dacran™;
T

Mulersi

Rp. 6,000

-

Kuterangan :
w Carel vang ddak perla


http://www.djpp.depkumham.go.id

87 2010, No.303

[ conTot

MODEL Bé - KWK.KIT
PERSCORAMGAN

SURAT PERNYATAAN
MENGENAT DAERAH AN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DALRANM YA

Sayn yong bertanda Langan dlibiwaly ing

Miura
2. Tepypat dan tanggal laber

5. Pekeraan

4, Alamal wempat trggai

Meryatakar, demgan sehenamya babvwa siayd mangeril daeral, dan dikenal aleh
masyasukat serta prnab tnpgal dan dibesarkaz di-

Fatrupatenys Kola ™)

2. Recamatan

4. Dua/Kelurahan
TSR

5 Lauomwys ST 13114 » WP «. H it

=

Demikian surat peryataan i dibual untak digunakan sebogal bukb pemuntban
ayarat calur prosecrangzin sehagaimana cimaksud dalagn Pasal 3K hural h Undang-Tndang
“oopaor 32 Tabum 2004 schapaimana dinbaly erakhir cengan Lind ang-Undang Momor 12 Tabin
2002 i, Paraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tabwn .

L ] S P
PACA LATERA] e

Yang membual permyataan
Calun Kepala Jaerah/ Wakil Kepala Dacrah®)

Matorai

R, f.UGD

Ketorangan :
") Corel vang lidak pario
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1
[ conron |
L

-

KMODEL BY - KWK KU
FERSHEORAMGAM

TANTIA TERIMA

Telah terira borkas dukungan wilak Pasangan Calon Perseprangan Pemuiu Fepald
Crzezah dan Wakil Kepala Daerah

Trovinsis Kabpaten Ko/ TTE/FFSTT o oot

ol aygan terhicday Fasamgin Calon

Fooraia Tracrah PR P TELR P
kil wepala Daetan et emtame e eme ettt R o R

1. Kabupaten/ Ko L2 Becamalanf v ees et v aes Yot 1 et £ i A e et 0
Dresind Keluraban®]

. :\.ﬁiL'lll'I'!atf_T_l.'lKj_'l';ﬂll'lKE\'_'i,'|]_'|_|,,|{I.ﬂI'I_.'I e e it E ey e s eme s s md AL IEE 1 e e EES 415 2 e e s
Desa/ Melutalan

Ao EabupatenKola/ Kecarmalan, ©tter e es oo emees e IR e o s R e
Trosa / Kelarohan®)

4. Kabupaten! Komay Fecauasany

Dleea, Eelurahant)

Thterima di
pada tanpggal e

(g menyerahkan YAng mUaeriond
ETL Provinai fEabuapaton Kota /TP

Keterangan ;

I =t {nret yang tdak perlu

2. Parmuliv in dapat ditambab sescal keperluen
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Contoll |

R

MODEL B = KWE KL
VERSEORANGAN

SURALPLRNYATAANTI 124K MENDURDNG

Yarg bertandatarngan dibinrah ini :

1. Mama
70 Momoe KRNI

3 Alamal

A, Tirouas

. Jenis Kelamin

Denpan ini menyatakan denpan sebenamya babwa siyd lidak peral mendukung
dalam bentak apapun lerhadap pasan gan calon persecTangan Yepula Daerah don Wakil Kepala
asti:

1, Fepala Dacran
2. Wakil Ecpala Dareah

Dibaat di ..o
pada TIFEIL v

Yany moembnat permy abaan
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[ vonroH |

MODEL BA - KWK KU
PERSECHLANG AN

HEEITA ACARA
VERTFIKASI TPANWN REKAPTTULAST TERITATIAT
JUMLAH DUKUNGAN BAKAT PASANGAN CALON KEPALA LALRAH DAN
WAKIL KFPALA DATRAH DI TINGKAT DTSA/KELUTLATIAMN OLEIL
FANITIA PEMUNGUT AN SUARA

Pada Liar 3 .- ERgEEAl ol BRI oo vereeeeees Tahun dua efba
Famida Pemungutan Suara [FPS) telah mclakesamakan verifikasi dan rekapilulasi terbodap

jumlah dukunpan nakal pasangan calon Persearangan Kepala Daerah dan Wakil Fepala Laerah

Provinsi, Kabumaben Frta®) e e e e e LS NIATTA -
Bakal Calon Kuepila 1astah

2. Fakal Calen Wakil Kepala Dasrah

dlalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di;

Jleszay Belurahan

becamakin
Fompalenf Sata

Trovéingi

Dl werifikasi dan rekanitoiasd. Panitia Peranguetan Suara eiah melaksunakan

kigriintan sebagai berikul :

a.  moumerikea kelmghapan admiristrasi dukungan bakal pasangan calon,
l cralabikan verifikas faklual berdasarkan fotokapt Karlu Tanda Menduduk (KTP) atea sural
kewermgan  tanda  pendudok mesing-ineasing pendukung di  Dosay Kelurahan

¢ merbatalkan dukungan dengan cara mencoset nama dukungan, spabila diternukan adenyvi
sesenrang yang membarikan dukungan kepada lebih dard 1 jsatn) bakal pasangen calur,
ditemukan mars pendukuny yanye sudah pindab beropal finggal, meninggal dumnia, dun
diterrukan e pendakung vang beium berusia 17 (tojuh belas) tahun abn sudah rermah
kaveir,

4 Weloknkan rekapitlasi mluh dukungan bakal pasangan calon Kepala Ducrah dan Wakil
Eopala Daeral.

Hiwil werilikasi dan rukopitulasy daftar nama-nema pendukimg pasangan Kepala
Derah dan Wakil Kepala Doereh vong dilakukan PP adalas sobagai herikut

1. fumlah pendukuny vang disjirkan bakal pazangen calon Kepala Daerch dun Wakil Krnala

Traerab L e AN

2, Jumlah pendukong .
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2. Jumlak pendukung bakol pusangar cajon Kepala Dasrah dan Wekil Kepala Dacrah yang
mamierithl SYAFaT o DTAILE
arlab pendukimg bakal pasangan calon Kepals Daerah dan Wyaiil Kepala Daceah yang

L

tidak memenubi $¥arat .- arEg;

Rekapitulasi pendukimg bakal pasangan valon Kepala Ducralu dan Wakil Repala
Dserab yany telah di verifikasi PPS dan fotokopi ETP atau surat keterangan tanda peocuduk

sehapaimana terlampir,

Damikian  Berita  Acaga dibust 3 (liga) rangkap, masinp-masing rangkap
ditanufatangand oleh Kotua dan angguta FE5.

Boria Acata disampaikan kepada:
1 {satu) rurpkap untuk pasangan calumn,

2.1 [satn) rangkap untuk PRE;
1 (sats) rangkap wlek arsip FTS.

! NO  JABATAN WANA TANDA TANGAN
L | Ketua T UV TPRDI I (FPTORRI ORI STRTR RN !
' I
i 20| Angeola . [..- 3 !

Ketarangam:

A1 Cocet vang lidak perlo
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MODEL BAl - KWE.EFTD
PERSEOQRANGAN

BELITA ACARA
VERIFIKAST 17AN REKAPITULASI TERHADAF
TUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASAN (: AN CALON KEPALA TTAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAFRAI DI TINGKAT KECAMATAN OLEH
TANTTIA PEMILIHAN KECAMATAN

Tircla hari ia voeoeeon oo tangzal oo bulan e , Tahun dua riba
Fanitia Pemdfinan Kecamaran [Pl'-‘k'n telah :nelal-.ﬁnm:kan wn.f:lmal dan rekapilulas turha::lnp
fLnlah dukungan hakal pasangan calan Perseorangan Eopala Dacrah dan Wakil Lepala Daerah
Tzovinty ok pa e f FOLAT] o i et o - akas owmna

1. Bakal Calon Kepala Dacrah

2. Hakal Calen Walkil Kepala [aerah

dalam rapat Puritia Pamilihan Kecamatan, bertempat di:
Frcamatan

Kabupalen/ ¥ota

Proveanst

Dl vearifikast dan eebapitulesd, Panida Pernilihan Kecamilan telah melaksanakan

kegiatan ssbagin berkut:

a. memetiksa dukuegan bakal posangan calon vang membsrikan dukungan kepada lebil dart
1 {sal) bakal pusangan raon Kepala Taerah dan Wakil Kepala Daeral.

., menerima mesukan dar mormaes wer genat manipualasi dukongan,

¢, membetalkan dukungan dengan cira renonret narmi dukungan, apubada ditervakan adanysa
gosaarang yvang reberikan dukungan kepada lebih dori T (sat) Bakal pasangan calim i
adanya infrmesd ouaripulast dokungan,

2 melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Fasanyan Calon Kepala Daceah dan Wakil
Kapaia Tacrah,

[Iaeil wverifikasi dar rebapilulasi daliar mema-nama pendukung pesaogas Fepala
1aerah don Wikd Kepala Dastah yang dilakuka:: PPE adalah schagai herilat -

1. Twwlal pesdukung hisil mekapildas PPS yany digjukan bakal pasangan calon Kepala
Draerah dan Wakil Kopola Dacial e 9Tang;

=

[wndah pendakung hasil rekapilelasi PPS bakal pasangan calon Kepala Dacrah dan YWakil
Bepala Daerah yany memnenub SYal oo OTATE

Jumlah pendukung hasil rekapitclasi PPS bakal pasangan calen Fepala Dacrah dan Wakil
Kepala [rerah yany Sdak merenild srarat......... OLang;

Hekapimiosi.. ... ..
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Rukapitulasi prndukung bakal pasangan calon kKepaln Daersh dan Wakil Kepala
Mavrall yang belab di verifikasi FPE dan falokepi KT alau sorat keturangan tanda penduduk
aebagairnana rerlampir.

Demmkian  Perta  Acara  dibwal 3 (Hga) rangkap, masing-masing  rangkap
ditandatangend vleh Ketna dan anggot FPE.

Dorta Arara disamnpaikan kepada
1. 1 (saly) rangkap unluk pasangan ca.ory

1 (mata) ranghap untuk KPU Fal upaten/Fata;
3. 1isam) caupkap ontuk arsip FTE

T 1 : i
MO | JABATAN | NAMA TANDA TANGAN
1

1. |Ketua RPN P S | :‘,l

. Anggota fcemsime e mememiinnie]

1

Kelgrangan ;

* Cuzel yang Hdak peru
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MODEL BAZ - KWILKTT
FERSEORAMNG AN

BERIT A ACARA
VERIFIKAS! DAN RCKAPITULAS] TERHADAT
JUMT.AH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAL DAN
WAKIL KEFALA DAERAIL DT TINGKAT KABUPATFN/KOTA OLEH
KPL KABUPATEN/KOTA

Pada hami i e o ETERAL oo Blan Fahun dup rika e
KPU Kabupaton/Kota ielah midaksanakan verifikasi dan rekapitalasi lerhadap umnleh
dukungan bakal pasangan calon Tersecrangan Eepala Dacrah dan Wakil Fepala Davralt

oot Kabpaten SRSt ) oo et 1A% NATIL
1. Bakal Colon Kepala Dacrah

2, Sakal Calon Wakil Fepala Naesak

2alamn rapal KI°U Kabupater, Kok, borlempat diz

Kecamatan

Eabnipalen/ Foti

Trriveinsi

Dalsm  werifikasi dan rekapimlsi, KPU Kabupalenf Kot belah melaksomakan

kegiatzn scbaye berikut:

a. memenksa dukungan bakal pasangan calun yang membuerkan dukungan kepada lebih diara
1 |satn) bakal pusangan calen Kepaly Taerah dan Wakil Kepala Diavrak.

fh. menerisnd Maswkan dan iuformasi mengenal manipolas dukungan.

. prembakalkian dukungan denpan cara mencoret nama dubungan, npabia ditermukan adanya
cazgorarg vasig teemnarikan dukunga kepaca lebih dart 1 [sat] bakal pasanpan caluo da
aclazyya infim nasi anipulasi dukungan.

4. melakukan rekapitalaed jundad dukor gen Bakal Fasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Keoala Dueral

Hasl verifikasi Jan rekapitolisi datbar naema-tama pendubung pasangan Kepala
Daerdh dan Wakil Kepala Daerab vang dilakokan KUL Kabupaten/Rota adalah schagai

berikuat

Fumlsh pendubung hasil rekapitalasi PTR vang diajukan bokal pasangin calon kepala

Dagral dan Wakil Kepalo Daerah o Orang;

2 Tuamlah pendukung hasil rekapiclasi PPE bakal pesangan calen Fepala [Taerab dan Wakil
Kenata llasrah yany memenull STAral oo TR

3 Jardah pendukong hasil rekaoitelasi PPE Dakal pasangan calen Kepala Dactah dan Wakil
Eepala Daesah yvang tidzk mermernzhi syaral coo.e. o 00ang

Kakapitulasi. ... ...
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Eekapitolasi pendukung bakal pasanpan calon Kepala Thacral dan Wakil Kepala
Diaceah vang belab di verifikasi ETU Kabu pawn/ Kota dan fotukop] KT atau surat xeferangan
tanda penduduk sebagaimana terlampar”).

Cemikian Berda  Acara clibual 3 (Hgwd ranpkap, masing-masing  rangkap
disanclatangani oleh Ketua dan anggeta kPU Kabupalen, Kot

Berita Acora disampaikan kepada

1 1{sabtn) runypkap untuk pesangan calom;

21 {salw) rangkap wuuk KPU Poovinsi*):

3. 1 (satn) rangkap unhubk arsip KPU Kabupaten/ Kola.
MO TABATAN MNAMA | TAMDA TAMGAN |
1. | Ketua {}
. Anggota et et e []__

1 . .

! i

3 i b .

[ AnEEotL

Keleriiigam:

* Totckapi KTP ztaa surat keterngan tanda pendudik disampaikan kepada KPU Provinst
wrtek Femitn Gubernur das Wakil Cuberour aleh KPU Fabugpalen/ Koba;

*y Thntuk Pemile Bupef, Wakil lupab atau Walikota/ Wakil Waliketa, Borita Avava verifikas
Uan tekapitelasi terhadap jumdah dulamgan bakal pasangun calon kepals docrah dan waidl
Lepala dasrah d: tingkal Katupaten/Fota oleh KL Kabopaten, Kota, digunakan sebagai
pemenlian syarat calun boerkenaan dengan syarat dukungan.
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DAFIAR RIWAYAL TIDUF

KIOTEL BB - KWK KI'U
FERSEORANG AN

PASANE: AN CALON FERSEORANGAN
KHFALA DAFRAHWARTY KEMALA DAFRAILY

*ama

Tempat dan tanggal
Tty nomr

Alarnat tempitl Unggal
|emis kelamin

Auama

Status perkawinan

Pereraan

Hiswayvat pendidikan™)

[Ziwarat orgarisasi Y

Biwavat pekenaan dun

aamat prretjai )

Lairi-lain

i

belum, sudah/ pernah kawin®]

TR 1171, 5

R R E LIV ot T S

jumndah anak .o

nama keluarga kandung

creees - ITALT,
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S

[aftar rivavet hidap ind dibuat dengan sebenornya untuk digunakan sebirinl bukli
nemenuthan syarat caion Kepala Dacrah,/ Wakil Kepala Dacrah™) sebagaimana dimaksacl dalam
Pazal 3% herk A Undang-Undang Memor 32 Tahun 2004 sl gaimar:t divah terakbir dengan
Urdang-Urdang, Nomer 12 Tahun 2102 Jo. Peraturan Komisi Fewrilihan Umumn Memor 12

iahun 2000

DHBUAE B v oot e
Fadi LangRal o

calon Kepaln Daeran Wkl Kepala Duerah®)

Keterangan ¢

L

v caret vang Bdak diperlukio,

2. %) raemuat penjelisan entang nama dan alarnal sekalah/ perguraan bngel
4 44y memoat senjelasan tentong bentu kfjends, alamat dun jugka wakt,

4. Apabia ddak meneakups, Termale ind dapat cuperanyak cleh calom pacyg bessan gkt
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E:’D MTOE

MOTHEL BE2 - KWE.KFPU
PERSEORANGAN

SURAT 'ERNYATAAN
BELUM PERMN A {1 MILNJABAT SEBAGAL
KEFALA DAERA ATAU WAKTIL KEPALA DAERAH
SELAMA DUA KATTMASA JABATAN YANG 3AMA

vany berlanda tangan di hawah oo

Tane

Jenia kelamin

!’-_"'

TPekerjaan
4. Ternpatdan EM'IE.E.E]
].d_.!"lir_.l'll.ll'l"L[]' R IlIll """'-----ll------------.-Tﬁ;"lul'l:

B, Alamwat lempat fnggad

I*engan i menyatakan dengan seberenya hahwin savn sebagai calon perseoTamiio
Keouls 1serah/ Wakil Kepala Dacrali) belum pemab menjabat sebagal Kepaly Dacrah atan
Wakil KEFal'ﬂ Dierahn seiama dua kali 1masa jabakoy <alam jabatdli Yang sama.

Demikuin swrat pernyataan ini dibuat dengan sehenamga unink dapat digunakan
subapal bukt pemaenuban syarat pengajuwiuy pasangan calon perseorangan Kepala Daersh dan
wakil Kepala Daerah, sehagnimana dimahsud dalam Pasal 59 baru? o Undang-Undang MNomor
37 Tahun 20 sebagaimana diubah berakhir dengan Ui p-Undang Nuoowr 12 Talman 2008 lo
Terstuean Knmisi Pemizihan Lomnm Memor L3 Takm 2000

[T TR T PSP
pada BTl e e

vang membuat pernyalaan
celon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daecah)

haterai
Lp. £.000

Euerangan
1 Coret vong fidalk perln
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i
————

MODEL §B3 - KWH.KL'T
PERSCORANGAN

SURAT PERMYATAAN
BERTAQWA KFPADA TUHAN YAN G M AHA ESA

Yary bertanda fangan di bawah i !

P ami
2. Jems kolamin
Pokerjaan
4. Tempat den tanggal
labvir, s o ,."Tﬂhu.n,

5. Alamat tunpal tinggal

bfunyalakan dengin sebenamya bahwa saya berlagwa kepada luhar Yang Mahz Lsa

sEN1LL GENgAN agama Vang saya anut,

Demikian sunil peroyaman ind dibsat dingan ssbenarry, gebagai bukl pemenuhan
svure, pengaizan pasangan calunl persectangan Kepals Davndh dan Wakil Kupala 132erah,
ccbagaimaena dimaksad dalan Pasal 58 humaf a Updarg-Undang Momor 32 Takon 2004
sshagaimona diubah terakhir Gengan Undang-Undang Momer 12 1ahan 208 Jo. Peraturan

K oondst Dermilthan Lo Mewoe 15 Tahar, 2010

pada tANEEAl o s

Yang mualual pemyakasn
calon Bepala Daerahy/ Wakil Fepala Docral®)

S—
hiaterai
Rp. 6000 |

]

R

EcErrantan ;

=1 Coret yang Hdak perlu
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i

[E———

MOIYEL B0 - KWK KYU
FERSEOTAMNLG AN

SLUURAT PFERNYATAAN
SETTA KEFAIPA FTANCASILA SEBAGA] DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REMIBLIK IN DONESLA TAHUN 1845
DAN CITA-CITA PROKLAMAST 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPATIA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESLA SERTA PEMERINTAH

Yarg hertamdu langar dibiesan imi

Miaina
Tenis kelamin

Pekerjuan

O

Ternpal dan tanggeal
Jakiry emnur e n s e f e e eeomeeee s PROOTE

i

Alamak Berapat Himgrseal

Menyataban dengan scbenarnya bafwa siyra sebagal calon perscarangan Ecpalz
Uiaerah, Wakil Kepala Dacrab) seaa kopada Pancasila sehagai Thasar MNepam, Undanp-Undang
Tipsar Mesata Repablik Indonesia Tahim 1945 dan cita-cite Proklamasi 17 Agustus 1945 dan
renadu Megara kesatuan Republidk Indoresia serta Pumerintah.

|3emikizn sural pernyatman wi diluat deagan sebenarmya pntuk dapal digunakan
sebagai bukl pemenuban syarat calon Kepala Tragrah/Wakil Kepala Dacrab®), sebagiirnana
Jimawsnd dalam Pasal 3% huruf b Undang-Undang, Momor 32 Tahun 2004 sebagainana dinbael
terakkir dengan Undang-Undang Memor 12 1ahun 2008 Jo Peraturan Komisi Femiliban Lmuom
temor 13 Taban 2010,

Dribuat tli oo

Tang memboat peroyalaan
ralon Kepala Dasrah /Wabdl Kepala Daerah®)
1

| Aateral
+ Rp. 6000

o1

SRR PTRUOPOTPUOROPN ]

Keterangan :

1. *1Com:yang Hdak perlu;

i Yang, dimakswd  dengan “setia’ dilam keterouon ine adalah tidak permah terklet gerakan
separatis, 1143k parnah melazukan gurakan serara inkonstitusional atan dengan kekerazan nmck
mengubah dasar Megara Repullik Indonesia Takun 1945;

- Wang dimaksud dengan “setia kepada Temorintah” dalam ketenfuan ini adalah yang mengakul
pamerinLah vang sah mesurut Undang | Indang Dasar hegara Republlik Tndniesia Tahun 1845,
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|_[‘{]-'.\-'TDH |
——— j—
MODEL BHA - KWK IU
PERSECMANGAN
SUKAT KETERANGAN

HASIL PEMERIKSA AN KEMAMPUAN ROHANT DAN JASMANI

Tim Perne rilisa kernampuan ohani dan jasmant, menerangEan babwil:

1. Mama
2. Tunis kelamin
Tompat dan kmppal
Gz s e e e LTI

4. Alamat s=rapel linggal

Lerdasarkan bisii pemeriksaan, pengujian lerhadap kemamipuan robani dan kesehatan jasimani
ealon persenrangar, Kepala Tlactah/Wekil Kepala Dacrah™) atis nama

. disyatakan mampy/tidak mampuat} secara tobiu dan

jasmeand melalksanokio legas dan kowajihan sebagai Kepala Dacraby/ Wasil Kepala lasrah®*).

| 3ernikizn sueat permyataan ini diboat dimgan sebenarm, selingga dapar digumakan
sebigui st pemenaan syarat calo Kepala Davraly/ Wakil Kepaln Daerab®), scbagaimana
dimassud dalam DMasal 538 burof e Undamp-Undang Nemer 32 Tabun 2004 sebagaiman divhab
terakhar dengar. Undang-Undang slomor 12 Tahun ZU0E Jo Peraluran Komist Pemilihan Lmuan
Moo 15 Tabue 20160,

LT S T = AR
pada ETEEl e

Tim Pemeriksa Kesehatan Khosos
P KETUA,
f

CaP

Kelerangam:

*1 Crrat vang tidak perlu
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N

MODEL BB6 - KWK.KPU |
PERSFORANGAN

SURAT KEITRANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ertua Pergac Ham ToUgelie s st ettt meneralgkan kb

1. Mama
Z Jepis kelarmn
3. Prkerjaan
4. Tempal dan tanggal
laluir /T e ——— e ra e ... Taba,

3, Alamat lerrpat fingpal

Berdasarkan  hus] pemeriksaan catatan  EngfunEan oty lerhadap  caoon,
purscorangan Kepala Daeral/ Wiki Kepala Dacrali™h At8S DETDE 2 et
tidak  momiliki | Bangganpan  wtang secara

porsenTaryan dan, atan secara bacdan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidah

WEETi kAT keuangan negara.

Dremikian surat keterarigan ind diboat denpan sebamarmya, schingga dapat diFueukar
sebagal bukli pemeruhan syaral calen prrseomEngo Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerab®),
sehapaimany diraksud dalam Posal 58 hurof j Undang-Undang Mumor 320 °1atun 24
subagaimana dinbah berakhic dengan Undang-Undang Nomer 12 "Tahun 2008 Jo Feraturan

Fomisi Pernilihan L mum Nomor 13 Tahun 200760

[ T B PP
paci langgal e

Ketua Pengadilon Meger

{ caAr rJ:
S

Keterangan -
v iZooet vary dak perdo
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COMTOIL
I —

MENIEL BT - KWILKTU
| FERSTORAMNGAN

SURAT KETRRANGAN
TINAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

Holua Penpadilin Nagerl MEEL o s mensrangkaly bahw ;

Mam.i

!‘.'l

lemis kelirin
1. Teenpat don langgal
Listyirf anaar e it pr e e s E e TR 11 114

3. Alamat tunpal tinpgal

Sepdasarkan hasil pemweriksaan terhadap calon persearangan Eepala Daerab/'Wakil Kepala
[HeTelbi®] ATAS THITILE covusimsvmsomevers s sns s som o ms e et B s b dinvalakan tHdak sedang

dalam keadoan pailik

Demikian st sedarangan i diboat dengan schenamya, schinggs dapal diguriakan
sebagal bukt pamemutwn syatat calon parseorangn Eepala Dueraly/ Wakil kepala Laerah®),
sebugairmana dimaksud dalany Tase] 38 huri kb Undang-Undang Nemer 32 Talwn 20608
sehapaimana diubah terakhiv dengan Undang-Undeng Nomer 12 Tahun 2008 Jo Peraturan

Eomisi Pernilihan Uinum Bomar 13 Tabue 2000,

LT [ PP
priaclad ENEEAl

Ketua Pengadilan Megeri/ Miaga*)

car |

N

e

Kelerangan :

) Coeret vang dak perl
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IZOMTOH
MOIEL B3S - KWK.KFU |
PHRSEORAWGAN '
SURAT KETERANGAN
| D
Ketua Pengadilan Megerif TIEFL o IMETETENE kit
rahwa
1. Namna
2 Jemis kelarmin
3 Pekerjzon
1. Eebangsaan
& Tempat dan tanggal
“ahir/ ummmr DUV TVRY SRR SRRSO 1 1151

. Alarnat bempat inggal

Tardasarkan penelitian, nama tersebut pada saatint:

2. tiduk pornah diagowhi opidana pergsta berdasarkan pumsan pongadilan yang iolab
mernpunyai kekualan hokom tekap kacena melakukan lindak pidana yahg diancam dengan
pidami perara 3 {liona) talwn alan lebin;

k. tidax sedang dirabat hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang teladb meanpuenyai

kskuatan hukum tetap.

Surat keterargran ind dibuat untuk xeperluarn permenuien $¥arat calon perscorangan
Kopala Dacrah/Wakil Kepala Daerah) sebugnimana dimaksud dalam Fasal 5% hwruf [ dean
huerul g Undang-Unidung, Nemor 32 Taiuon 2004 sehagatmani ditibah lerakhir dengan Undang-
Lindang Memor 12 Tabuw 2008 [o Peraturan Koisi Pemilihan Umum Komaor 13 Tabwan 2010,

LHERLE] €li urries e me e e e et
Fauda GNRRAL oo

Ketua DMemgradilin Megesif Tingi*)

-

Keterangarn :

v iCoret yang tidak petle
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Lampiran Il : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2010

CONTOH JENISFORMULIR DAFTAR PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. Formulir Daftar Pasangan Caon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Model BC — KWK.KPU).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

H.A. HAFIZ ANSHARY AZ
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I:t.'[ INTOH

DAFTAR PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN oo

| MODIL BC - KWK.KPU |

45 FOTO AN NAKA PASANGAN PARTAI POLITIES GABUNGAN

1
|
—' VENGAJUKAY PASANGAN | KET

s
o
———

CALDN FARTAITOLITIE YANG
CALOMN KEFATLA CALON WAKIL | CALON PASANGAN CALDN
DAL AH KEPALA IPMAERAH ! PERSEORAME AN
1 F] a2 1 ] i1
]. . —| - . — i
I
' |
dx bom ‘ dxl
L_ i
|  — vt _—
| — ; -
| ]| |
! !
ixdem | |

DiiﬁLapka_n P TR

pada BATUEEIL 1inrerieevmevees i s

KOMISI TEMILIHAN UMUM PROVINATKABUPATEN/KOTA")
WO~ [ABATAN NAMA “u-'ll.'-.;N DATANG ﬁ.'r_u___
. | KETUA -
2. | AR R CA
| =
_f;j ANGGOTA _mmtmmMmem“mmmT:mwwi"mmmmmm_m“:::;
. | ANCOOTA s |

3 ANGLITTA

B

Erterangan

Eolom & diisi dengan -

- Apabila vang mengajukan pasangan calon adalab pariai palitik swu gabungan partai politk,
i mana partal polidk yang mengajukan pasangan calor yang bersanghotan;

. Apahila pasangan calon berasal dan pasangan calun porseorangan, difsi dengan menufbskar
TASANGAN CALON PERSEORANGANT.


http://www.djpp.depkumham.go.id

